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ABSTRAK 
ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM 
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
(BLUD) 
(STUDI KASUS PADA RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG) 
OLEH   
FITYAH NUR KUMALA 
11573205268 
 
Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran 
berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran 2018 di RSUD 
Tengku Sulung, untuk mengetahui bagaimana daya serapa anggaran athun 2018 di 
RSUD tengku sulung, dan bagaimana penyajian kode akun pada laporan realisasi 
anggaran di RSUD Tengku Sulung pada tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif, teknik pengumpuan data yang dilakukan adalahwawancara dan  
dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah RSUD Tengku Sulung yang terletak 
diPulau Kijang kecamatan reteh kabupaten Inhil. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan laporan realisasi anggaran tidak selaras dengan dokumen pelaksana 
anggaran, penyajian kode akun tidak selaras dengan catatan atas laporan keuangan 
dan terdapat beberapa kegiatan yang anggaran nya tidak terserap dengan baik. 
Kesalahan – kesalahan tersebut bisa menyebabkan kesalahfahaman bagi pengguna 
laporan yang ingin mendapatkan informasi tentang realisasi anggaran di RSUD 
Tengku sulung. Seharusnya pihak RSUD Tengku Sulung lebih teliti lagi dalam 
menyusun laporan realisasi anggaran, sehingga tidak terjadi lagi kesalahanpahaman  
lainnya.  
Kata kunci : Anggaran, anggaran berbasis kinerja, Badan layanan umum 
daerah (BLUD) 
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KATA PENGANTAR 
  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
AlhamdulillahiRabbil ‘Alamiin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, serta 
shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Anggaran 
Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) (Studi Kasus Pada RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang)”. 
Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan 
program studi Akuntansi S1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan 
dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat 
bagi pihak yang membutuhkan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah 
memberikan bantuan, usaha, do’a, bimbingan serta dorongan, baik secara moral 
maupun spiritual kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 
baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 
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1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kesempatan serta 
kemudahan dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini bisa berjalan lancar dan 
terselesaikan dengan baik. 
2. Kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Zahid, dan Ibunda 
Khosingah yang telah memberikan doa disetiap sujud meminta yang terbaik 
kepada Allah untuk anak-anaknya, yang selalu memberikan kasih sayang yang 
sangat tulus serta dukungan moril maupun  materil selama ini sehingga Malla 
dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Semoga Ayah dan Mamak  
selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Aamiin. 
3. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II, dan III yang telah 
memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. 
5. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi S1 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau, sekaligus Pembimbing Skripsi dengan penuh kesabaran 
memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberi arahan dan saran 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan 
bimbingan yang telah diberikan selama ini. 
6. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak selaku Penasehat Akademik dari semester satu 
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Kakek ku tersayang, bulek-bulek ku , paman-paman ku, bude dan pakde yang 
selalu memberikan motivasi, Do’a, dukungan, bantuan dan nasihat , sehingga 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Literatur kontemporer tentang layanan publik banyak mengupas akan 
pentingnya perubahan paradigma manajemen layanan publik yang lebih 
berorientasi kepada pemenuhan ekpektasi warga negara sebag ai konsumen. 
Dalam bidang layanan tertentu perlu di transformasikan bentuk organisasi publik 
yang lebih otonom dan fleksibel serta mengurangi rantai komando birokrasi yang 
kurang menekankan warga negara sebagai konsumen. Pinto (1998) menyebut 
bahwa pengembangan pelanggan/konsumen sebagai fokus utama dalam sektor 
publik untuk mencapai birokrasi yang lebih responsif menjadi isu utama di 
banyak negara dan tentu saja penyediaan barang dan jasa telah menjadi suatu 
yang kritis dalam reformasi (pelayanan publik) sekarang ini. Dalam kaitan 
pemenuhan ekspektasi konsumen (sebagai pengguna utama) tersebut, pemerintah 
mencoba melepaskan beberapa pelayanan publik yang diberikan oleh instansi 
pemerintah dari organisasi birokrasi murni kepada pola unit organisasi 
pemerintah yang lebih otonom dan mandiri. 
Ada suatu konsep yang bisa diterima secara umum bahwa pengertian 
pelayanan publik bisa dijabarkan sebagai pelayanan yang di berikan oleh instansi 
pemerintah atau institusi-institusi lain atas nama pemerintah kepada masyarakat. 
Sementara itu dalam UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan 
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publik dapat di artikan sebagai “Kegiatan atau rangkaian dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa ataupun pelayanan 
administratif lainnya yang di selenggarakan oleh penyelenggaran pelayanan 
publik. Selanjutnya undang-undang tersebut memaparkan ruang lingkup 
pelayanan publik yang dapat digolongkan ke dalam 2 bentuk, yakni : (1). 
Pelayanan Barang dan Jasa Publik dan (2). Pelayanan Administratif.  Dengan 
melihat kedua jenis fungsi layanan di atas serta ruang lingkup pelayanan publik 
sebagaimana yang tertuang dalam UU No.25  Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, dan sejalan dengan reformasi keuangan negara dengan lahirnya UU no.1 
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.17 Tahun 2003 tentang 
keuangan negara, serta adanya transformasi birokrasi dalam pelayanan publik, 
yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, maka satuan kerja pemerintah 
menyediakan pelayanan seperti Rumah Sakit dan beberapa pelayanan publik 
lainnya yang di sebut dengan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D).  
Konsep layanan publik dalam bentuk layanan umum ini mulai di terapkan 
oleh pemerintah secara gradual , baik itu di level pemerintahan pusat ataupun 
pemerintah daerah yang di latarbelakangi oleh perubahan paradigma 
penganggaran pemerintah yang berbasis kinerja pada tahun 2003-2004 dengan 
lahirnya beberapa paket Undang-undang yang menyangkut keuangan negara, 
seperti Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan UU No.15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
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Negara, yang selanjutnya di atur oleh PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum dan PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 
keuangan daerah yang di dalamnya mengatur secara lebih jelas tata kelola dan 
manajemen BLUD. Adapun tujuan utama di bentuknya BLU/D ini adalah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 
penyelenggaraan tugas – tugas pemerintah pusat ataupun daerah.  
BLU di harapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan 
manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan pemerintah 
kepada masyarakat. Hingga tahun 2012 pelaksanaan badan layanan umum telah 
tersebar di berbagai daerah dan berbagai macam instansi, termasuk instansi yang 
mengurusi masalah kesehatan masyarakat yaitu Rumah Sakit. Anggaran besar 
pun dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik 
yang lebih baik. Namun, pelaksanaan BLU sudah seharusnya memiliki konsep 
yang matang sebelum diterapkan di setiap instansi yang memiliki fokus kerja 
yang berbeda-beda, khususnya di rumah sakit. 
Keberadaan Badan Layanan Umum menjadi sangat penting untuk pengelolaan 
keuangan yang lebih baik demi tercapainya efisiensi dan efektivitas. Hal ini 
dikarenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang secara ringkas menekankan 
untuk adanya perubahan sistem anggaran tradisional menjadi Anggaran Berbasis 
Kinerja. Namun, dikarenakan sistem Anggaran Berbasis Kinerja masih tergolong 
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baru dalam lingkup pemerintahan Indonesia, sistem tersebut masih perlu 
dipantau lebih jauh lagi, bagaimana praktiknya dan bagaimana hasil yang 
diberikan atas penerapan sistem tersebut. Rumah sakit sebagai salah satu instansi 
pemerintah yang bergerak dalam penyediaan layanan kesehatan juga dituntut 
untuk bertindak efektif dan efisien.  
Terlebih lagi setelah rumah sakit tersebut berstatus Badan Layanan Umum 
Daerah atau BLUD, sehingga pengelolaan keuangan, khususnya pengelolaan 
anggaran, menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan di lingkungan 
pemerintahan. Sejalan dengan dibentuknya Badan Layanan Umum, disusunlah 
undang-undang yang khusus mengatur tentang anggaran BLU, yakni Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan 
Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. Akan tetapi, 
dengan disusunnya dan diberlakukannya undang-undang tersebut belum dapat 
menjamin pelaksanaan anggaran yang bebas dari penyimpangan. Dikutip dari 
Mursitawati (2014) bahwa berdasarkan hasil temuan Komisi Pemeberantasan 
Korupsi (KPK) yang melaporkan sampai tahun 2012 telah diputuskan oleh 
peradilan 38 kasus penyalahgunaan anggaran. Hal itu sudah menjadi bukti bahwa 
pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan sistem anggaran, dalam hal ini 
sistem Anggaran Berbasis Kinerja, masih sangat perlu untuk dilakukan.  
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Sulung merupakan salah satu 
rumah sakit milik pemerintah daerah yang sudah berstatus Badan Layanan 
Umum Daerah tahun 2016. Hal ini memungkinkan rumah sakit tersebut untuk 
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menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan 
produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Selain itu, RSUD Tengku Sulung juga 
diharuskan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai hasil dari 
proses penganggaran. PMK Nomor 44 Tahun 2009 menyebutkan bahwa RBA 
merupakan refleksi program dan kegiatan dari satuan kerja kementrian negara 
dan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut 
jenis layanannya. RSUD Tengku Sulung telah menyandang status BLUD, sudah 
seharusnya menerapkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, termasuk penggunaaan sistem Anggaran Berbasis Kinerja.   
Pada saat sebelum menyandang status BLUD, seluruh dana yang dituangkan 
dalam anggaran didapatkan dari pemerintah. RSUD Tengku Sulung hanya 
bertugas untuk ‘mengendalikan’ anggaran tersebut agar biaya yang dikeluarkan 
tidak lebih besar atau lebih sedikit dari jumlah dana yang diperoleh. Akan tetapi, 
dengan disandangya status BLUD, RSUD Tengku Sulung bukan lagi 
‘mengendalikan’ melainkan ‘mengelola’-menyusun dan memperhitungkan 
anggaran yang bersumber dari pendapatan rumah sakit. 
Dari penelitian yang telah di lakukan, peneliti menemukan beberapa masalah 
terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pegelolaan keuangan 
badan layanan umum daerah (BLUD) pada RSUD Tengku Sulung. 
1. Terdapat perbedaan antara dokumen pelaksana anggaran yang di gunakan 
sebagai acuan pengguna anggaran dan laporan realisasi anggaran  pada tahun 
2018. Perbedaan tersebut terletak pada akun belanja barang dan jasa dan akun 
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belanja modal. Pada Dokumen pelaksana anggaran, akun belanja barang dan 
jasa tercatat sebesar Rp. Rp.4.605.657.600, sedangkan pada laporan realisasi 
anggaran tercatat sebesar Rp. Rp.4.805.657.600, disini dapat di lihat terdapat 
selisih Rp.200.000.000,00 antara dokumen pelaksana anggaran dan laporan 
realisasi anggaran. Selanjutnya hal tersebut juga terjadi pada akun belanja 
modal, di mana pada Dokumen pelaksana anggaran pada akun belanja modal 
tercatat sebesar Rp.2.622.460.598.06, sedangkan di realisasi anggaran tercatat 
sebesar Rp. 8.532.460.598,06. Terdapat selisih sebesar Rp. 5.910.000.000, 
setelah di lakukan analisis oleh peneliti, ditemukan belanja modal dengan pos 
akun belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum yang tidak 
termasuk kedalam dokumen pelaksana anggaran sebesar Rp. 5.910.000.000. 
2. Terdapat minus anggaran pada akun belanja barang dan jasa dan kurangnya 
serapan anggaran pada pos tunjangan fungsional umum, dan tambahan 
penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi. Minus pagu anggaran terjadi 
pada akun belanja barang dan jasa BLUD, yang terealisasi sebesar 125%, 
berarti terjadi minus pagu anggaran sebesar 25%, kemudian kurangnya 
serapan anggaran terjadi pada pos tunjangan fungsional umum yang hanya 
terserap sebesar 59,67% dan pada pos tambahan penghasilan berdasarkan 
kelangkaan profesi hanya terserap sebesar 44,35%.   
3. Terdapat perbedaan kode akun pada laporan realisasi anggaran yang di sajikan 
dengan aturan yang telah di buat berdasarkan kode belanja daerah  seperti 
yang  telah  tercatat pada catatan atas laporan keuangan, dimana seharusnya 
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pada laporan realisasi anggaran di sajikan dengan menggunakan kode akun 
belanja daerah seperti yang telah di tetapkan pada catatan atas laporan 
keuangan. 
Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan tersebut maka judul yang 
diangkat untuk skripsi ini adalah “Analisis Penerapan Sistem Anggaran 
Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) (Studi Kasus pada RSUD Tengku Sulung Pulau 
Kijang)”. 
1.2 Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana realisasi anggaran Tahun 2018 di RSUD Tengku Sulung ?  
2. Bagaimana daya serap anggaran Tahun 2018 di RSUD Tengku sulung? 
3. Bagaimana penyajian kode akun pada laporan realisasi anggaran RSUD 
Tengku Sulung ?  
1.3 Tujuan Penulisan  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran Tahun 2018 di RSUD 
Tengku Sulung  
2. Untuk mengetahui bagaimana daya serap anggaran Tahun 2018 pada 
RSUD Tengku sulung. 
3. Untuk mengetahui bagaimana penyajian kode akun pada laporan realisasi 
anggaran RSUD Tengku Sulung. 
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1.4 Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 
1. Bagi pihak akademik : 
a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai 
referensi penelitian selanjutnya 
b. Sebagai tambahan wacana akademik di Universitas Islam Negri Sultan 
Syarif Kasim Riau  
2. Bagi pihak organisasi  
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran apakah 
RSUD Tengku Sulung telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja 
sesuai dengan yang telah di tetapkan atau belum. 
3. Bagi penulis  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan 
pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang telah di terapkan 
sewaktu kuliah, khususnya mengenai masalah analisis penerapan 
anggaran berbasis kinerja pada pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD)  
4. Bagi pihak lain  
Untuk membantu siapa saja yang ingin mengetahui dan 
memperdalam tentang analisis penerapan anggaran berbasis kinerja pada 
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dapat 
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di gunakan sebagai pengetahun serta bahan pertimbangan untuk peneliti 
selanjutnya. 
1.5 Sistematika Penulisan  
Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab 
yang akan di uraikan sebagai berikut : 
BAB I  : Pendahuluan 
  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan, dan manfaaat penelitian serta sistematika 
penulisan 
BAB II  : Tinjauan Pustaka  
  Bab ini berisi tentang teori-teori penunjang dan penelitian 
terdahulu yang sejenis sebagai acuan 
BAB III  : Gambaran Umum RSUD Tengku Sulung  
  Bab ini berisi tentang gambaran umum RSUD Tengku Sulung 
, letak geografis, profil RSUD , visi misi RSUD , struktur 
organisasi dan metodologi penelitian. 
BAB IV  : Pembahasan 
  Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 
BAB V  : Penutup 
  Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran 
yang di harapkan bagi pihak yang berkepentingan 
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 BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Akuntansi  
2.1.1 Pengertian Akuntansi  
Mahmudi (2011:92) dalam Accounting Principles Board (APB) No.4 
menyatakan, bahwa Akuntansi adalah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah 
memberikan informasi yang kuantitatif, terutama informasi mengenai 
keuangan dan entitas ekonomi, yang di maksudkan akan menjadi berguna 
dalam pengambilan keputasan ekonomi (dalam membuat pilihan di antara 
berbagai alternatif). Pontoh (2013:2), menyatakan akuntansi pada dasarnya 
menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam 
sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi 
yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat 
intelektual (termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para 
pengambil keputusan bisnis dalam organisasi.  
2.2 Akuntansi Sektor Publik  
2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik  
Sujarweni (2015:1) menyatakan akuntansi sektor publik dapat 
didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, 
mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang 
akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan di butuhkan 
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oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada 
pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan 
departemendepartemen dibawahnya. Menurut Bastian (2010:3) akuntansi 
sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis 
akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga 
tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, 
BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social maupun pada proyek-proyek 
kerjasama sektor publik dan swasta.  
2.3 Sistem  
2.3.1 Pengertian Sistem  
Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2014 : 3) Sistem 
(system) adalah serangkaian dua tau lebih komponen yang saling terkait dan 
berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari 
subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. 
Contohnya, sekolah tinggi bisnis adalah sistem yang terdiri dari berbagai 
departemen, masing – masing merupakan subsistem. Selanjutnya, sekolah 
tinggi sendiri adalah subsistem dari universitas.  
Menurut Diana Anastasia dan lilis Setiawati ( 2011: 3 ) Sistem 
merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk 
mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yang 
lebih kecil yang juga saling tergantung dan bekerja sama untuk mencaapai 
tujuan. Tujuan dasar suatu sitem tergantung pada jenis sistem itu sendiri.  
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Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) 
adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan 
bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini 
sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang 
berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.  
Isnaini (2016) menyatakan Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian 
atau sub-sub sistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu 
tujuan. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk mengorganisasikan sistem 
informasi yang baru agar dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada 
suatu organisasi, serta memberikan pengertian mengenai suatu bentuk sistem 
yang ada pada suatu organisasi serta trik-trik manageman yang berkaitan 
dengan sistem informasi manageman (SIM) berbasis komputer .  
2.3.2 Sistem penyusunan Anggaran  
Liawan (2018) Anggaran di susun dengan berbagai sistem-sistem yang 
mempengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan-pendekatan 
tersebut, adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering 
digunakan ialah : 
a. Traditional budget system ( Sistem anggaran tradisional ) 
b. Perfomance budget system (Anggaran berbasis kinerja) 
c. Planing programming budget system(PPBS) 
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2.4 Anggaran  
2.4.1 Pengertian Anggaran  
Menurut Hongren (2000) dalam  Sasongko dan Parulian (2010:2) 
anggaran adalah “budget is the quantitative exspression of a good proposed 
plan of action by management for a future time period and is an ald to the 
coordination and implementation of the plan”. Dari definisi tersebut dapat 
diketahui bahwa Anggaran adalah ekspresi kuantitatif dari rencana tindakan 
yang di usulkan oleh manajemen untuk periode waktu mendatang dan 
merupakan tambahan bagi koordinasi dan implementasi rencana tersebut. 
Menurut Freeman dan Shoulder (2003) dalam Nordiawan dan Hertianti 
(2010) mendefinisikan anggaran sebagai berikut . budgeting is the process of 
allocating scarce resoursces to unlimited demand, and a budget is dollar and 
cents plan of operation for a specific period of time. Dari definisi tersebut 
dapat di ketahui bahwa pengganggaran adalah suatu proses pengalokasian 
sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak 
terbatas. Sementara itu anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu 
periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang.  
Kemudian beberapa definisi anggaran lainnya dalam Nanda dan 
Darwanis (2016) “Menurut GASB (Governmental Accounting Standards 
Board), Defenisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan yang 
mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan 
yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian, 
14 
 
 
2006:164), sedangkan menurut Halim (2007:164) anggaran merupakan 
sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter 
untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu 
tahun. Selanjutnya Mardiasmo (2009:61) menyebutkan bahwa anggaran 
merupakan estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu 
yang dinyatakan dalam ukuran finansial”. 
Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran 
merupakan rencana keuangan yang disusun dan digunakan selama periode 
waktu tertentu. 
2.4.2 Fungsi Anggaran  
Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup 
akuntansi manajemen. Berikut beberapa fungsi anggaran manajemen 
organisasi sektor publik menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:70).  
a. Anggaran sebagai alat perencanaan  
Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan 
ke arah mana kebijakan yang di buat.  
b. Anggaran sebagai alat pengendalian  
Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran 
yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya.  
c. Anggaran sebagai alat kebijakan 
Arah atas kebijakan dapat di tentukan melalui anggaran organisasi 
sektor publik.  
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d. Anggaran sebagai alat politik  
Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam 
melaksanakan program program yang telah di janjikan dapatdi lihat 
melalui anggaran. 
e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi  
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau 
unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat 
mengetaui apa yang harus dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.  
f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja  
Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah 
suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, abik berupa terlaksananya 
aktivitas maupun terpenuhi efisisensi biaya.  
g. Anggaran sebagai alat motivasi 
Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan 
menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. 
Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika 
memenuhi sifat “menantang, tetapi lebih mungkin di capai”. Maksudnya 
adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak 
dapat di penuhi, dan jangan terlalu rendahsehingga mudah dicapai.  
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2.4.3  Siklus Anggaran  
Pembuatan Anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Nordiawan 
dan Hertianti (2010:72) Pada organisasi sektor publik pembuatan anggaran 
umumnya melewati lima tahapan. 
a. Persiapan (preparation) 
Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran 
yang akan dipakai. Kemudian  setiap unit di pemerintahan mengajukan 
anggaran yang selanjutnya dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah 
di review dan diadakan dengar pendapat kesemua unit, anggaran ini akan 
di setujui oleh kepala pemerintahan. 
b. Persetujuan lembaga legislatif 
Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan 
persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite anggaran) 
akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-
pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain 
itu, akan diadakan juga dengar pendapat sebelum nantinya lembaga 
legislatif menyetujui atau menolaknya.  
c. Administrasi  
Setelah anggaran di sahkan, pelaksanaan anggaran di mulai, 
baik pengumpulan pendapatan yang di tergetkan maupun pelaksanaan 
belanja yang telah di rencanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan 
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ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan 
pendapatan dan belanja yang terjadi.  
d. Pelaporan  
Pelaporan di lakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu 
tertentu yang di tetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan. 
2.5 Kinerja  
2.5.1 Pengertian Kinerja  
Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen, yang mana 
istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja dan 
performance. 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) 
sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. 
Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan 
sebagai: “ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan 
keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu”. Sementara menurut 
Sedarmayanti (2001:50) bahwa: “Kinerja merupakan terjemahan dari 
performance yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, 
unjuk kerja atau penampilan kerja”. Samsudin (2005:159) menyebutkan 
bahwa: “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai 
seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan 
batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 
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organisasi/perusahaan”. Dalam bahasa Inggris istilah kinerja adalah 
performance. Performance merupakan kata benda. Salah satu entry-nya 
adalah “thing done” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Jadi arti 
Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 
atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral maupun etika. Menurut Mangkunegara (2001:67) kinerja adalah 
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. Tinggi rendahnya kinerja pekerja berkaitan erat dengan sistem 
pemberian penghargaan yang diterapkan oleh lembaga/organisasi tempat 
mereka bekerja. Pemberian penghargaan yang tidak tepat dapat berpengaruh 
terhadap peningkatan kinerja seseorang. (Rahadi, 2010:1-2) 
Para ahli manajemen memberikan berbagai pengertian tentang kinerja 
ini sesuai dengan sudut pandang mereka masingmasing, dan bahkan juga 
berdasarkan pengalaman kerja yang langsung mereka alami dan rasakan.  
Diantara beberapa pengertian kinerja  tersebut dalam Abdullah (2010:2-4) 
adalah : 
a. Wibowo menyebutkan kinerja itu berasal dari kata performance yang 
berarti hasil pekerjaan atau prestasi kerja. Namun perlu pula dipahami 
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bahwa kinerja itu bukan sekedar  hasil pekerjaan atau prestasi kerja, tetapi 
juga mencakup bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung.  
b. Wirawan menyebutkan kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi 
kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance. Kinerja 
adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-
indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.  
c. Moeheriono menyebutkan kinerja atau performance merupakan gambaran 
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau 
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi 
yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.  
d. Amstrong dan Baron mendefinisikan kinerja merupakan hasil pekerjaan 
yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, 
kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.  
e. Abdullah, dilihat dari asal katanya, kinerja itu adalah terjemahan dari 
performance yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. Dan dalam 
pengertian yang simpel kinerja adalah hasil dari pekerjaan organisasi, 
yang dikerjakan oleh karyawan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 
petunjuk (manual), arahan yang diberikan oleh pimpinan (manajer), 
kompetensi dan kemampuan karyawan mengembangkan nalarnya dalam 
bekerja.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi 
kerja yang merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat 
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oleh suatu institusi yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan 
(SDM) yang bekerja di institusi itu baik pemerintah maupun perusahaan 
(bisnis)  untuk mencapai tujuan organisasi. 
Moeheriono (2012:65) para pakar manajemen banyak memberikan 
pengertian tentang kinerja (perfomance) yaitu :  
a. Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-
fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.  
b. Kinerja, adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu 
pekerjaan. 
c. Kinerja, adalah pekerjaan yang merupakan gabungan dari 
karakteristik pribadi dan pengorganisasian seseorang  
d. Kinerja, adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
Kinerja mengandung 2 komponen penting, yaitu : 
1. Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan 
untuk mengidentifikasikan tingkat kinerjanya.  
2. Produktivitas kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan 
kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai 
hasil kinerja(outcome).  
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2.6 Anggaran Berbasis Kinerja  
2.6.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja   
Menurut Sancoko, dkk  (2008) prinsip anggaran berbasis kinerja secara 
teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran  
negara) dengan  hasil  yang  diinginkan  (output  dan  outcome) sehingga 
setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan 
kemanfaatannya. Menurut   Halim   dalam   Damaianti   (2014),   
mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi 
manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam 
kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk 
efisiensi dalam pencapaian   hasil   dari   keluaran   tersebut.   Keluaran   dan   
hasil   tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. 
(Zuraidha, 2015) 
Reza dan Darwanis (2016) menyebutkan bahwa Anggaran berbasis 
kinerja pada dasarnya merupakan sebuah sistem penganggaran yang berfokus 
pada hasil yang akan dicapai. Bastian (2006:171) menyebutkan bahwa 
anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi 
pada output organisasi yang berkaitan erat dengan visi dan misi serta 
perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2002:105) 
anggaran kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran 
daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.Kinerja tersebut 
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mencerminkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang berarti 
berorientasi pada kepentingan publik.  
Menurut Halim (2007:177) dalam Reza dan Darwanis (2016)    untuk 
mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan 
dengan ouput dan outcome yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 
pencapain outcome dari output tersebut. Output dan outcome tersebut 
dituangkan didalam target kinerja yang telah dibuat pada setiap unit kinerja. 
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran berbasis kinerja 
adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi 
kerja yang akan dicapai. 
2.6.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja  
Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Dalam penganggaran berbasis kinerja 
perlu diperhatikan prinsip angaran berbasis kinerja. Prinsip anggaran berbasis 
menurut Halim (2007:178)  dalam Reza dan Darwanis (2016) adalah sebagai 
berikut:  
a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran  
Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, 
sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari 
suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan 
juga akses yang sama seperti pemerintah untuk mengetahui proses 
penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, 
terutama terkait kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga 
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mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan 
maupun pelaksanaan anggaran tersebut.  
b. Disiplin Anggaran  
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 
secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber 
pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos 
anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penggunaan 
dana pada setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang 
direncanakan.  
c. Keadilan Anggaran  
Pemda wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil 
agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya 
diskriminasi didalam pemberian pelayanan.  
d. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran  
Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan azas efisiensi, tepat 
waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan.Dana yang 
telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar 
menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk 
kepentingan stakeholders.  
e. Disusun dengan Pendekatan Kinerja  
Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada 
pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah 
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ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar 
daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. 
2.6.3 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja  
Robinson dan Last (2009:2) dalam Reza dan darwanis (2016) 
mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk 
meningkatkan keefektifan dan keefisienan pengeluaran publik dengan cara 
mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang akan 
dicapai melalui penggunaan informasi kinerja secara sistematis. Menurut 
Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2005) tujuan dari 
anggaran berbasis kinerja adalah untuk:   
1. Mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai.  
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam hal pelaksanaan 
pengelolaan anggaran.  
3. Meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal pelaksanakan 
pengelolaan anggaran. 
2.6.4 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja  
Menurut Nordiawan (2006:79) dalam Reza dan Darwanis (2016) proses 
penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi:  
1. Penetapan Strategi Organisasi  
Penetapan strategi organisasi merupakan cara pandang jauh 
kedepan yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang akan 
dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan 
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misi harus dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi 
serta memberikan arah dan strategi yang jelas kedepannya.  
2. Pembuatan Tujuan  
Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam periode 
waktu satu tahun. Tujuan juga sering disebutkan sebagai turunan visi dan 
misi sari suatu organisasi.  
3. Penetapan Aktifitas  
Penetapan aktifitas merupakan hal yang mendasar dalam 
penyusunan anggaran, karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan 
strategi organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan.  
4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan  
Evaluasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan 
menggunakan standar buku yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi 
atau dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit kerja untuk 
membuat kriteria-kriteria dalam menentukan peringkatnya. 
2.6.5 Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja 
Reza dan darwanis (2016) menyatakan Dalam penerapan anggaran 
berbasis kinerja, terdapat unsur-unsur yang harus betul-betul dipahami dengan 
baik oleh semua pihak terkait pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.Unsur-
unsur tersebut adalah pengeluaran pemerintah yang dikelompokkan menurut 
program dan kegiatan, pengukuran hasil kinerja, dan pelaporan program 
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(Bastian, 2006:176). Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
(2008:14), unsur-unsur dari anggaran berbasis kinerja yaitu :  
1. Pengukuran Kinerja  
Pengukuran kinerja merupakan proses yang objektif dan sistematis 
dalam mengumpulkan, menganalisis dan juga menggunakan informasi 
untuk menentukan keefektifan dan keefisienan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan. konsekuensi anggaran berbasis kinerja tersebut  
menghubungkan antara renstra dengan penganggaran.  
a. Menentukan Program dan Kegiatan Dengan Jelas  
Untuk mencapai tujuan strategis harus menentukan program dan 
kegiatan secara jelas. Pembiayaan dari masing-masing program dan 
kegiatan juga harus tergambar secara jelas. Struktur pembiayaan yang 
jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai adalah sistem 
akuntansi berbasis akrual.  
b. Sistem Informasi Yang Memadai  
Dalam mengukur kinerja yang baik diperlukan sistem informasi 
yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai 
pencapaian hasil kerja dari masing-masing unit kerja yang 
bertanggung jawab atas suatu kegiatan. Tingkat informasi dasar yang 
harus dikembangkan yaitu ekonomis, efektif dan efisien. Informasi 
yang dihasilkan harus dapat membandingkan antara kinerja yang 
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direncanakan dengan kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja 
tersebut dilakukan oleh setiap unit kerja yang kemudian dikontrol serta 
diverifikasi oleh instansi pusat maupun lembaga audit.  
c. Pihak Eksternal  
Agar tercapai penilaian yang adil diperlukan peran dari pihak 
eksternal dalam mengukur kinerja secara independen. Pendekatan 
dalam mengukur kinerja akan beragam antar uni kerja, tergantung 
bentuk keluaran yang akan dihasilkan.  
d. Mengukur Kinerja Yang Strategis  
Suatu sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja 
yang bersifat strategis, bukan menekankan pada tingkat yang 
menyeluruh dan bersifat birokratis.  
2. Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment)  
Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja sulit dicapai dengan 
maksimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang 
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yaitu berupa penghargaan dan 
hukuman bagi para pelaksana anggaran. Penghargaan dan hukuman 
tersebut yaitu :  
a. Penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas 
kegagalannya.  
Penerapan sistem insentif di organisasi sektor publik bukan hal 
yang mudah untuk dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu 
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didukung oleh mekanisme bukan keuangan, terutama keinginan dan 
kebutuhan atas pencapaian kinerja. Hal ini dapat dijalankan jika ada 
aturan bahwa unit kerja yang mencapai kinerja dengan baik dapat 
memperoleh prioritas atas anggaran berikutnya walaupun alokasi 
anggaran telah ditentukan oleh program prioritas dan kebijakannya. 
Hal lain yang bisa dilakukan dalam pemberian insentif adalah 
berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam 
mencapai suatu target kerja yang ditetapkan. Apabila suatu lembaga 
dapat mencapai target kerja yang telah ditetapkan, maka mereka dapat 
diberikan keleluasaan yang lebih dalam mengelola anggaran yang 
dialokasikan.  
b. Penerapan efisiensi  
Penerapan efisiensi bisa dilakukan untuk program dan kegiatan 
yang bersifat pelayanan publik. pengalokasian anggaran untuk setiap 
program dan kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk saving 
dalam rangka meningkatkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan 
kepada publik.  
c. Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga  
Hal ini dapat dilakukan dengan membuat suatu bentuk perjanjian 
antara lembaga pusat dengan lembaga bersangkutan dalam pembagian 
atas hasil yang diterima.  
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3. Kontrak Kinerja  
Apabila sistem anggaran berbasis kinerja telah berkembang dengan 
baik, maka kontrak kinerja dapat diterapkan. Atas nama pemerintah, 
Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu 
kinerja dengan kementerian/lembaga lainnya dan juga antara menteri 
dengan unit organisasi yang ada di bawahnya.  
4. Kontrol Eksternal dan Internal  
Kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan 
oleh lembaga yang berada di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran 
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum mereka 
menggunakan anggarannya.  
5. Pertanggungjawaban Manajemen  
Jika sistem penganggaran tradisional menekankan pada kontrol 
input, maka sistem anggaran berbasis kinerja ditekankan pada output. 
Didalam sistem ini pengguna anggaran mendapat wewenang penuh dalam 
merencanakan dan mengelola anggarannya. Negara yang telah 
mengaplikasikan sistem ini adalah Australia, Inggris, New Zeland dan 
Swedia. 
2.6.6 Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja  
Menurut Ismail dan Idris (2009:102) dalam Reza dan Darwanis (2016), 
elemen elemen yang perlu diperhatikan dalam sistem penganggaran berbasis 
kinerja adalah:  
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1. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.  
2. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja 
dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat dibandingkan antara biaya 
dengan prestasinya. Implementasi tentang anggaran berbasis kinerja 
adalah menyangkut dokumen anggaran, seperti RKA, pagu anggaran 
sementara, dan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran).  
Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008:10), 
elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja adalah:  
1. Visi dan Misi. Visi merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah 
dalam waktu jangka panjang. Sedangkan misi merupakan gambaran 
bagaimana visi tersebut akan dicapai.  
2. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi. Tujuan 
digambarkan dalam RPJM nasional yang menunjukkan tahapan yang 
harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 
Tujuan tersebut menggambarkan arah yang jelas dan juga  tantangan yang 
masuk akal.  
3. Sasaran. Sasaran merupakan langkah langkah yang spesifik dan terukur 
untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan dapat membantu penyusun 
anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan 
terukur. Sasaran yang baik dilakukan dengan menggunakan beberapa 
kriteria, seperti spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan dan ada batasan 
waktu.  
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4. Program. Program merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi 
beberapa kegiatan dan disertai dengan target sasaran output dan outcome. 
5. Kegiatan. Kegiatan merupakan serangkaian pelayanan yang bertujuan 
untuk menghasilkan output dan outcome untuk pencapaian suatu 
program.  
Output dan outcome merupakan prestasi kerja yang dihasilkan oleh 
suatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 
tujuan dan sasaran suatu program. Output dan outcome didalam kegiatan 
satuan kerja harus sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya 
dan dimuat dalam dokumen renja tahunan dalam rangka penyusunan 
LAKIP (Ismail dan Idris, 2009:102). 
2.6.7 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja  
Didalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah), kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat 
Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA dengan pendekatan 
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk menyusun RAPBD 
berdasarkan prestasi kerja dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu 
dalam pelaksanaanya. Menurut Bappenas (Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional) (2009:20) penerapan anggaran berbasis kinerja 
meliputi:  
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1. Penyusunan Renstra. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, 
kementerian/lembaga terlebih dahulu harus mempunyai renstra. Substansi 
renstra memberikan gambaran tentang kemana tujuan organisasi itu dan 
bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut 
2. Sinkronisasi. Sinkronisasi dimaksudkan untuk : 
a. Menyusun alur keterkaitan antara kegiatan dan program terhadap 
kebijakan yang mendasarinya.  
b. Memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar akan 
dapat menghasilkan output yang mendukung pencapaian kinerja.  
c. Memastikan bahwa kinerja suatu program akan mendukung 
pencapaian tujuan kebijakan.  
d. Memastikan keterkaitan antara program dengan RPJM (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah).  
3. Penyusunan Kerangka Acuan.  
Setiap usulan program dan kegiatannya harus dilengkapi dengan 
kerangka acuan yang menguraikan secara jelas bagaimana program dan 
kegiatannya terkait satu sama lain. Kerangka Acuan harus 
menggambarkan:  
a. Uraian pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan tersebut perlu 
dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.  
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b. Satuan kerja yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk 
mencapi output dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari 
kegiatan tersebut.  
c. Rincian pendekatan dan jangka waktu yang diperlukan dalam 
pelaksanaan kegiatan. Uraian singkat mengenai kegiatan yang akan 
dilaksanakan, serta uraian keterkaitan alur pemikiran antara kegiatan 
dengan program yang memayunginya.  
d. Data sumber daya yang diperlukan, termasuk rincian perkiraan 
biayanya.  
4. Penetapan Indikator Kinerja.  
Indikator kinerja merupakan komitmen kinerja yang dijadikan sebagai 
dasar atau kriteria dari penilaian kinerja. Indikator kinerja memberikan 
penggambaran tentang apa yang akan diukur dan untuk menentukan 
apakah tujuan sudah tercapai. Ukuran penilaian berdasarkan pada indikator 
sebagai berikut : 
a. Masukan (input), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat 
pendanaan, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan 
lainlain yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.  
b. Keluaran (output), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan barang/jasa 
yang dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai dengan input yang 
digunakan.  
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c. Hasil (outcome), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat 
keberhasilan yang akan dicapai berdasarkan output program dan 
kegiatan yang telah dilaksanakan.  
d. Manfaat (benefit), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat 
kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat dan juga 
pemerintah.  
e. Dampak (impact), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan implikasinya 
terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat tersebut.  
5. Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui dan 
menilai keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Oleh 
sebab itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas 
kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan juga 
kegagalan dalam pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam 
mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur 
dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.  
6. Pelaporan Kinerja. Pertanggungjawaban kinerja dituangkan dalam LAKIP 
yang disusun secara jujur, objektif dan transparan. LAKIP menguraikan 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka 
pencapaian visi dan misi organisasi serta sebagai bahan evaluasi bagi pihak 
yang berkepentingan. 
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2.7 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
2.7.1 Pengertian badan layanan umum daerah (BLUD) 
Terminologi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD mulai masuk ke 
ranah publik sejak kelahiran undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, terutama pada Bab XII pasal 68-69 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satker/kantor pemerintah 
pusat dan daerah pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. (Lukman, 2013:19) 
Didalam peraturan pemerintah tersebut definisi BLU di tetapkan sebagai 
“institusi dilingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual 
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. Dalam hal tata kelola 
keuangan, selanjutnya PP tersebut menjabarkannya secara lebih jauh tentang 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang diartikan 
sebagai “pola pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana di atur 
dalam peraturan pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan negara pada umumnya. (Lukman, 2013:20) 
36 
 
 
Terdapat 5 karakteristik khusus yang membedakan BLU/D dengan unit 
organisasi ataupun instansi pemerintah lainnya menurut Lukman (2013:20-25), 
yakni : 
1. BLU/D adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan 
penyediaan barang dan jasa. Ini adalah karakter utama dari BLU/D. 
Instansi pemerintah bisa saja buakn penyedia barang atau jasa secara 
langsung kepada masyarakat, badan-badan usaha, ataupun organisasi-
organisasi lainnya. Namun instansi tersebut lebih diarahkan sebagai unit 
regulator atau pembuat kebijakan agar berjalannya aktivitas bisnis dan 
sosial masyarakat dengan lebih baik. 
2. BLU/D harus menjalankan paraktik bisnis yang sehat tanpa menerapkan 
pencarian keuntungan. Reformasi keuangan telah melahirkan sebuah 
paradigma baru yang diharapkan bisa mempercepat kemajuan 
kesejahteraan umum dengan pengurangan/pemisahan kewenangan unit  
pemerintahan yang membuat kebijakan layanan publik. Akan 
tetapi,walaupun BLU/D menerapkan menerapkan praktik bisnis ala 
korporasi, BLU/D tidak di perkenankan mencari keuntungan semata 
karena misi yang dicapai bukanlah berorientansi pada perusahaan saja, 
tetapi orientasinya lebih luas yaitu untuk memajukan kesejahteraan dan 
kepentingan umum. Oleh karena itu, biaya yang di bebankan kepada 
masyarakat di kontrol oleh pemerintah, sedangkan pihak lain pemerintah 
juga menyediakan anggaran untuk kelangsungan usaha BLU/D.  
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3. BLU/D dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Aktivitas 
layanan BLU/D diselenggarakan menyerupai entitas bisnis yang tidak 
akan terlepas dalam pencapaian produktivitas yang  tinggi dan efisien. 
Prinsip ini merupakan terbaru dan terpenting yang dilakukan dalam ranah 
manajemen publik dewasa ini dimana administrasi pemerintah 
biasa/tradisional lazimnya dikonotasikan sebagai unit/instansi yang boros, 
tambun dan lamban dengan produktivitas yang rendah. Dengan 
bertransformasinya instansi pemerintah ke dalam bentuk BLU/D yang 
dijalankan seperti entitas bisnis yang menganut manajemen dan praktik 
bisnis ala korporat, stigma negatif instansi negatif tersebut diharapkan 
akan dapat dihilangkan.  
4. Adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU/D. 
Perubahan pola atau manajemen pada BLU/D yang semula dijalankan 
mengikuti praktik birokrasi kepada praktik bisnis menghendaki adanya 
aspek fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan keuangan BLU/D 
untuk menjamin kontinuitas dan pengembangan layanan terhadap 
masyarakat. Fleksibilitas BLU/D bisa di jabarkan dalam beberapa aspek, 
yaitu: 
a) Fleksibiltas dalam hal pengelolaan keungan.  
b) Fleksibilitas dalam pengelolaan Sumber daya manusia  
c) Fleksibilitas dalam pengelolaan dan pengadaan aset/barang. 
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d) BLU/D di kecualikan dari ketentuan pengelolaan keungan negara 
pada umunya.  
Ini merupakan prinsip yang luar biasa khusus pada BLU/D. UU No.1 
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah 
No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan BLU untuk sedikit 
“melenceng” dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pada umumnya. 
Sebagai contoh, menurut aturan yang berlaku, bagi instansi pemerintah 
pusat yang menerima dan mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) wajib menyetorkan dulu ke kas negara sebelum menggunakan 
PNBP tersebut, sebagaimana yang  di amanatkan oleh UU No.20 Tahun 
1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak. 
Namun demikian BLU mempunyai hak pengecualian dalam 
mengelola dan menggunakan PNBP yakni dapat digunakan secara 
langsung untuk kepentingan operasional dan bisnis BLU. Demikian 
halnya dengan BLUD yang dapat mempergunakan secara langsung 
sumber pendapatannya, termasuk ketentuan dalam pengelolaan keuangan 
daerah yang lain, seperti ketentuan dalam pinjaman, piutang, pengadaan 
barang dan jasa untuk instansi pemerintah, dan lainnya.  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa BLU/D adalah satuan 
kerja/lembaga/instansi  yang dimiliki pmerintah sebagaimana lembaga 
atau instansi pemerintah lainnya yang memberikan pelayanan. Namun 
demikian, walaupun BLU/D memberikan layanan kepada masyarakat 
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seperti unit / badan usaha milik negara ataupun swasta, tujuan usaha 
BLU/D tidaklah mengutamakan pencarian keuntungan semata, tetapi 
kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen. 
2.7.2 Perencanaan dan Penganggaran 
Waluyo (2011) menyatakan Perencanaan dan penganggaran meliputi 
rencana strategis bisnis dan pengintegrasiannya dalam RKA-K/L Rencana 
Strategis Bisnis dan Anggaran BLU menyusun rencana strategis bisnis lima 
tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 
(Renstra K/L). Rencana strategis bisnis merupakan istilah yang pengertiannya 
sama dengan Renstra bagi instansi pemerintah. Oleh karena itu penyusunan 
rencana strategis bisnis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Sesuai dengan Inpres 
tersebut, rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program 
yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat 
dicapai.   
Penyusunan Anggaran BLUD yaitu dengan melakukan penyususn RBA. 
RBA( Rencana Bisnis dan Anggaran ) adalah dokumen perencanaan bisnis 
dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan 
minimal (SPM), terget kinerja dan anggaran BLUD.  Penyusunan RBA dan 
Anggaran pada BLUD telah di atur dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 
92/PMK. 05/2011 Tentang Rencana Bisinis dan Anggaran Badan Layanan 
Umum pada BAB II Pasal II tentang Penyusunan RBA, Bahwa : 
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(1) BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan 
mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga 
(Renstra-KL). 
(2) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis 
bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan RBA tahun 
berikutnya. 
(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, 
kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran 
pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas 
BLU. 
(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan: 
a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis 
layanannya; 
b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan 
diterima; dan 
c. basis akrual. 
(5) BLU yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan 
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun 
standar biaya, menggunakan standar biaya tersebut. 
(6) Dalam hal BLU belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan 
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu 
menyusun standar biaya, BLU menggunakan standar biaya umum. 
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(7) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari: 
a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada 
masyarakat; 
b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari 
masyarakat atau badan lain; 
c. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; 
d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau 
e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN. 
(8) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c antara 
lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset 
tetap, dan pendapatan sewa. 
(9) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf d dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) Kementerian Negara/Lembaga. 
2.8 Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU/BLUD  
2.8.1 Rencana Bisnis dan Anggaran BLU/BLUD  
Juliani (2018)  manyatakan ada perbedaan antara instansi 
birokrasi/pemerintah biasa dengan BLU yakni hanya sebatas pada 
pengecualian terhadap tata cara pengelolaan keuangannya. Instansi 
pemerintah tunduk pada asas “universalitas” atau “universaliteit beginsel”, 
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sedangkan terhadap pengelolaan keuangan BLU tidak berlaku asas tersebut. 
Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2.  
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan BLU sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(PPK-BLU), sebagai berikut:  “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan 
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 
menerapkan praktek-praktek bisnis yarg sehat untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah ini. sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan 
negara pada umumnya.”   
Pola Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD adalah dikecualikannya asas 
“universalitas” yang berlaku bagi APBN dan APBD, namun terhadap 
BLU/BLUD diterapkan manajemen perusahaan atau bisnis sehingga setiap 
BLU/BLUD pada awal tahun harus menyiapkan Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA) yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian 
Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang 
telah disetujui oleh DPR/DPRD dan disahkan oleh Pemerintah/Pemerintah 
Daerah. BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan 
sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif. 
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Pengecualian asas “universalitas” ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 69 
ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, maupun dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.  
Selanjutnya RBA-BLU atau RBA-BLUD sedikitnya mencakup seluruh 
pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa 
dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh BLU atau BLUD, dimana Menteri 
Keuangan atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengesahkan 
paling lambat tanggal 31 Desember menjelang akhir tahun anggaran. 
Dokumen pelaksanaan anggaran yang sudah disahkan oleh Menteri 
Keuangan/PPKD sesuai dengan kewenangannya menjadi dasar bagi penarikan 
dana yang bersumber APBN/APBD oleh BLU/BLUD.Dalam hal BLU/BLUD 
kekurangan anggaran, BLU/BLUD dapat mengajukan usulan tambahan dari 
APBN/APBD. Hal ini menunjukkan bahwa status BLU/BLUD masih tetap 
berada dalam lingkungan pemerintah, apalagi belanja BLU/BLUD dilaporkan 
sebagai belanja barang dan jasa kementerian 
negara/lembaga/SKPD/Pemerintah Daerah 
2.9 Rumah Sakit  
2.9.1 Pengertian Rumah Sakit  
Siregar (2003 : 7) dalam miftah (2014) Rumah sakit adalah salah satu 
dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaa kesehatan. upaya 
kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 
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kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi 
masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan 
pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan 
penyakit dan pemulihan kesehatan yang di laksanakan secara menyeluruh, 
terpadu dan berkesinambungan  
2.9.2 Fungsi Rumah Sakit  
Guna melaksanakan tugasnya, rumah sakit mempunyai berbagai fungsi, 
yaitu menyelenggarakan pelayanan medik dan nonmedik, pelayanan dan 
asuan keperawatan, pelayanan dan asuhan keperawatan , pelayanan rujukan , 
pendidikan dan pelatihan , penelitian dan pengembangan, serta administrasi 
umum dan keuangan.  
Menurut UU No.44 (2009:4) fungsi Rumah Sakit Adalah : 
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 
dengan standart pelayanan rumah sakit . 
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan 
kebutuhan medis.  
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelyayanan kesehatan.  
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 
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memperhatikan etika ilmu pengetahuan kesehatan dengan memperhatikan 
etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.   
2.9.3 Pedoman organisasi rumah sakit  
Dalam Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 
tentang pedoman organisasi Rumah sakit pada pasal 2 di sebutkan bahwa 
Pengaturan pedoman organisasi Rumah Sakit bertujuan untuk mewujudkan 
organisasi Rumah Sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka 
mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola perusahaan yangbaik 
(Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical 
Governance). Dan dalam dalam pasal 6 disebutkan bahwa Organisasi Rumah 
Sakit paling sedikit terdiri atas:  
e. kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit; 
f.  unsur pelayanan medis; 
g. unsur keperawatan; 
h. unsur penunjang medis; 
i. unsur administrasi umum dan keuangan; 
j. komite medis; dan 
k. satuan pemeriksaan internal. 
2.10 Akuntansi dalam pandangan islam  
Q.S Al-Baqarah ayat : 282 
بَك ْىُكَُْٛ َث ُْتتْكَْٛن َٔ  ۚ ُُُِٕجتْكَبف ٗ ًًّّ َسُي ٍمََجأ ٰٗ َِنإ ٍ ْٚ َذِث ُْىتُْ َٚاَذَت اَِرإ إُ َيآ ٍَ ِٚزَّنا بَٓ َُّٚأ َبٚ ٌْ َأ ٌتِتبَك َْةَأٚ َلَ َٔ  ۚ ِلْذَعْنِبث ٌتِت
 ُّقَحْنا ِّ ْٛ َهَع ِ٘زَّنا ِِمه ًْ ُْٛن َٔ  ُْتتْكََْٛهف ۚ ُ َّاللَّ ُّ ًَ َّهَع ب ًَ َك َُتتْكَٚ  ِ٘زَّنا ٌَ بَك ٌْ ِإَف ۚ بًّئْٛ َش ُُّْ ِي ْسَخْجَٚ َلَ َٔ  ُ َّّثَس َ َّاللَّ ِقََّتْٛن َٔ
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 ْشَتْسا َٔ  ۚ ِلْذَعْنِبث ُُِّّٛن َٔ  ِْمه ًْ ُْٛهَف َٕ ُْ َّم ًِ ُٚ ٌْ َأ ُعَِٛطتْسَٚ َلَ ْٔ َأ بًّفِٛعَض ْٔ َأ بًّٓ ِٛفَس ُّقَحْنا ِّ ْٛ َهَع ٍْ ِي ٍِ ْٚ َذِٛٓ َش أُذِٓ
 ْىَن ٌْ ِ َإف ۖ ْىُكِنبَجِس  َش ِّكَُزَتف ب ًَ ُْاَذِْحإ َّمَِضت ٌْ َأ ِءاَذَٓ ُّشنا ٍَ ِي ٌَ ْٕ َضْشَت ٍْ ًَّ ِي ٌِ َبَتأَشْيا َٔ  ٌمُجَشَف ٍِ ْٛ َهُجَس َب ُٕكَٚ
ِٛجَك ْٔ َأ ا ًّشِٛغَص ُُُِٕجتْكَت ٌْ َأ إَُيأْسَت َلَ َٔ  ۚ إُعُد بَي اَِرإ ُءاَذَٓ ُّشنا َْةَأٚ َلَ َٔ  ۚ ٰٖ َشُْخْلْا ب ًَ ُْاَذِْحإ ٰٗ َِنإ ا ًّش  ْىُكِن
ٰ
َر ۚ ِّ ِهََجأ
 ُِذت ًّحَشِضبَح ًّحَسبَِجت ٌَ ُٕكَت ٌْ َأ َِّلَإ ۖ إُثَبتْشَت ََّلَأ ٰٗ َ َْدأ َٔ  ِحَدبَٓ َّشِهن ُو َٕ َْقأ َٔ  ِ َّاللَّ َذُْ ِع ُطَسَْقأ َسْٛ ََهف ْىُكَُْٛ َث بَٓ َ ُٔشٚ
 َلَ َٔ  ۚ ُْىتْعََٚبَجت اَِرإ أُذِٓ َْشأ َٔ  ۗ بَْ ُُٕجتْكَت ََّلَأ ٌحَبُُج ْىُكْٛ َهَع ۗ ْىُكِث ٌ ُُٕسف ُ َََِّّإف إُهَعَْفت ٌْ ِإ َٔ  ۚ ٌذِٛٓ َش َلَ َٔ  ٌتِتبَك َّسبَُضٚ 
 ٌىِٛهَع ٍء ْٙ َش ِّمُكِث ُ َّاللَّ َٔ  ۗ ُ َّاللَّ ُىُك ًُ ِّهَُعٚ َٔ  ۖ َ َّاللَّ إُقَّتا َٔ  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 
sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang 
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi 
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 
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dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila 
kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah 
suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 
Surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat dalam Al-Qur’an yang 
secara jelas berisi perintah praktik pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat 
ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktik 
akuntansi, dan menegaskan adanya kewaspadaan dan pencegahan dari 
tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam transaksi.  
Kinerja Dalam Pandangan Islam  
 ْىَُٓنب ًَ َْعأ ْىَُٓ ِّٛف َٕ ُِٛن َٔ  ۖ إُه ًِ َع ب ًَّ ِي ٌتبَجَسَد ٍّمُكِن َٔ ٌَ ٕ ًُ َهُْظٚ َلَ ْىُْ َٔ  
Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah 
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagimereka (balasan) 
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.                   
(Al-Ahqaaf:19) 
Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal 
perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya 
jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan 
kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil 
yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi 
organisasinya. 
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2.11  Penelitian Terdahulu 
Aliefiah Arief Zuraidha ( 2015 ) misalnya dalam Penelitiannya 
“Evaluasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Studi Kasus Pada RSUD 
Bangil Kabupaten Pasuruan), ia mengevaluasi bagaimana penerapan sistem 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Badan layanan 
umum daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil di Kabupaten 
Pasuruan sebagai objeknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
umum sistem Anggaran Berbasis Kinerja yang ideal belum tercapai, meskipun 
secara keseluruhan sudah baik. Ada beberapa hal yang belum dilaksanakan 
secara maksimal: 1) tahap penetapan indikator kinerja yaitu belum adanya 
indikator manfaat dan dampak pada setiap program/kegiatan yang disusun; 2) 
tahap penetapan standar biaya yaitu belum adanya Analisa Standar Belanja 
(ASB) sebagai acuan penyusunan anggaran; 3) tahap perhitungan anggaran 
yaitu secara garis besar perhitungan masih berdasarkan pada data-data historis 
dan taksiran yang logis; 4) tahap pertanggungjawaban yaitu belum disajikan 
laporan arus kas sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan BLUD. 
Kendala yang ditemukan selama implementasi yaitu belum adanya sistem 
akuntansi biaya sehingga perhitungan anggaran masih berdasarkan estimasi; 
dan kurangnya kemampuan SDM dalam memahami sistem Anggaran 
Berbasis Kinerja sehingga pelaksanaan sistem ini belum maksimal. 
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Reza dan Darwanis (2016) telah melakukan Penelitian dengan judul 
Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah 
(Studi Deskriptif Pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan), hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Penerapan anggaran berbasis kinerja pada 
dinas DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai 
dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tetapi 
meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat kendala 
kendala, seperti anggaran yang telah direncanakan belum dapat 
direalisasikan dengan maksimal sehingga berpengaruh pada penilaian 
kinerja, kualitas sumber daya manusia masih belum optimal meskipun sudah 
terwakili dan masih rendahnya tanggung jawab aparatur dinas untuk 
menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi. 
Penelitian Tika Sari Sandra Waworuntu (2013) “Evaluasi 
Penyusunan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen BLU RSUP 
Prof. DR. R.D. Kandou Manado” mengambil permasalahan bagaimana 
penyususnan anggaran dapat digunakan sebagai alat pengendalian 
manajemen di rumah sakit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penyusunan anggaran di Rumah Sakit Malalayang sebagai alat 
pengendalian manajemen sudah cukup efektif. Penyusunan anggaran yang 
digunakan menggunakan pendekatan sistem perencanaan, program, dan 
anggaran terpadu (PPBS). Hal ini terlihat dari bagaimana proses penyusunan 
50 
 
 
anggaran sampai dengan tahap pelaporannya sesuai dengan karakteristik 
PPBS yaitu pendekatan ini dirumuskan dalam bentuk program atau aktivitas 
dari visi, misi, dan tujuan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di 
Rumah Sakit Malalayang. 
Penelitian yang dilakukan oleh Jullyana Said (2013) tentang 
“Evaluasi  Pelaksanaan  Anggaran  Badan  Layanan  Umum  di  Universitas 
Negeri   Gorontalo”   memunculkan   permasalahan   mengenai   bagaimana 
evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum di Universitas Negeri 
Gorontalo  dalam  kaitannya  dengan  pencapaian  antara  pendapatan  dan 
realisasi anggaran. Hasil yang didapat yakni pelaksanaan BLU dari 
tahun 2009-2010 belum berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh kesiapan 
sumber daya  manusia dan sumber daya penunjang serta pemahaman unsur 
pimpinan pada unit-unit kerja masih relatif kurang. 
Tabel 2.1 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No  Peneliti Judul Metode 
Penelitian 
Hasil 
Penelitian 
1. Jullyana 
Said (2013) 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Anggaran 
Badan 
Layanan 
Umum di 
Universitas 
Negeri 
Gorontalo 
Penelitian 
kualitatif 
dengan 
teknik analis 
dokumen 
Pelaksanaan BLU 
dari 
tahun 2009-2010 
belum berjalan 
optimal, hal ini 
disebabkan oleh 
kesiapan sumber 
daya manusia dan 
sumber daya 
penunjang serta 
pemahaman unsur 
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pimpinan pada unit-
unit kerja masih 
relatif kurang; 
2. Tika Sari 
Sandra 
Waworuntu 
(2013) 
Evaluasi 
Penyusunan 
Anggaran 
Sebagai Alat 
Pengendalian 
Manajemen 
BLU RSUP 
Prof. DR. 
R.D. Kandou 
Manado 
Penelitian 
deskriptif, 
yakni 
perbandingan 
antara teori, 
konsep, 
standar, atau 
arsip yang 
berlaku 
dengan 
praktek 
Penyusunan 
anggaran 
sebagai alat 
pengendalian 
manajemen 
berjalan secara 
efektif, karena 
disusun dari 
mulai 
perencanaannya 
sampai dengan 
tahap 
pelaporannya 
tersusun dengan 
baik. 
3. Aliefiah 
Arief 
Zuraidha 
(2015) 
Evaluasi 
Penerapan 
Sistem 
Anggaran 
Berbasis 
Kinerja 
Dalam 
Pengelolaan 
Keuangan 
Badan 
Layanan 
Umum 
Daerah 
(BLUD) 
(Studi Kasus 
Pada RSUD 
Bangil 
Kabupaten 
Pasuruan) 
Penelitian  
deskriptif, 
yakni 
perbandingan 
antara teori, 
konsep, 
standar, atau 
arsip yang 
berlaku dengan 
praktek 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
secara umum sistem 
Anggaran Berbasis 
Kinerja yang ideal 
belum tercapai, 
meskipun secara 
keseluruhan sudah 
baik. Ada beberapa 
hal yang belum 
dilaksanakan secara 
maksimal:  
1. tahap penetapan  
indikator kinerja 
yaitu belum 
adanya indikator 
manfaat dan 
dampak pada 
setiap 
program/kegiatan 
yang disusun; 
2. tahap penetapan 
standar biaya 
yaitu belum 
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adanya Analisa 
Standar Belanja 
(ASB) sebagai 
acuan 
penyusunan 
anggaran 
3. tahap perhitungan 
anggaran yaitu 
secara garis besar 
perhitungan 
masih 
berdasarkan pada 
data-data historis 
dan taksiran yang 
logis; 
4. tahap 
pertanggungjawa
ban yaitu belum 
disajikan laporan 
arus kas sebagai 
salah satu bagian 
dari laporan 
keuangan BLUD. 
Kendala yang 
ditemukan selama 
implementasi 
yaitu belum 
adanya sistem 
akuntansi biaya 
sehingga 
perhitungan 
anggaran masih 
berdasarkan 
estimasi; dan 
kurangnya 
kemampuan 
SDM dalam 
memahami sistem 
Anggaran 
Berbasis Kinerja 
sehingga 
pelaksanaan 
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sistem ini belum 
maksimal. 
4. Reza dan 
Darwanis 
(2016) 
Analisis 
Implementasi 
Anggaran 
Berbasis 
Kinerja Pada 
Pemerintah 
Daerah (Studi 
Deskriptif 
Pada Dinas 
Dpkkd 
Kabupaten 
Aceh Selatan) 
Deskriptif 
analisis 
Penerapan anggaran 
berbasis kinerja 
pada dinas DPKKD 
kabupaten Aceh 
Selatan telah 
berjalan dengan 
baik sesuai dengan 
yang diamanatkan 
oleh Permendagri 
Nomor 13 Tahun 
2006. Tetapi 
meskipun 
demikian, dalam 
pelaksanaan 
kegiatannya masih 
terdapat kendala 
kendala, seperti 
anggaran yang telah 
direncanakan belum 
dapat direalisasikan 
dengan maksimal 
sehingga 
berpengaruh pada 
penilaian kinerja, 
kualitas sumber 
daya manusia 
masih belum 
optimal meskipun 
sudah terwakili dan 
masih rendahnya 
tanggung jawab 
aparatur dinas 
untuk 
menyelesaikan 
tugas yang menjadi 
tugas pokok dan 
fungsi. 
Sumber: Data diolah penulis, 2019 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM RSUD TENGKU SULUNG 
3.1 Profi RSUD Tengku Sulung  
3.1.1 Profil RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG 
PROFIL RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG 
KECAMATAN RETEH TAHUN 2019 
Nama Rumah Sakit  : RSUD Tengku Sulung  
Alamat  :  Jalan Penunjang Pulau Kijang Kecamatan Reteh 
Kabupaten Indragiri hilir Provinsi riau  
Nomor telefon  : 08219280055 
E-Mail  : rsudtengkusulung@gmail.com  
Pemilik  : Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi 
Riau  
Nama Direktur  : Dr. H. ISWANDI  
Status Kelembagaan  : SKPD 
Kelas Rumah Sakit  : T ype D 
Jumlah tempat tidur  : 32 buah  
Tujuan  Pembangunan Nasional adalah membangun masyarakat 
Indonesia yang sejahtera, yang memiliki kemampuan untuk kemandirian di 
segala bidang. Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu unsur dari 
sistem pembangunan nasional dimana pembangunan bidang kesehatan 
mempuyai kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional. Seiring 
dengan pesatnya Pertumbuhan  Pembangunan Nasional, Pembangunan  
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Bidang Kesehatan diarahkan pada Peningkatan Mutu Pelayanan 
Kesehatan. Salah satunya yaitu meningkatkan jumlah sarana pelayanan 
kesehatan  dan memperpendek jarak antara masyarakat dengan sarana 
pelayanan kesehatan.  
Untuk itu pembangunan  infrastruktur dan pembangunan sumber daya 
manusia sebagai modal utama untuk meningkatkan  baik mutu maupun 
jangkauan pelayan kesehatan  bagi masyarakat  terutama  pelayanan kesehatan 
rujukan, hal inilah yang mendorong  Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 
untuk membangun  RSUD pada  wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Reteh. 
RSUD Tengku Sulung dibangun Pada tahun  2005, berupa 3 ( Tiga ) unit 
bangunan Fisik diatas tanah seluas dua hektar yang berasal dari Swadaya 
Masyarakat di Kecamatan Reteh, yang terletak di antara Parit 5 dan Parit 6 
kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh 
Pembangunan RSUD yang dimaksud adalah untuk meningkatkan 
jangkauan pelayanan kesehatan sebagai sarana rujukan pelayanan dasar, 
karena jangkauan wilayah Kecamatan Reteh untuk menuju kepelayanan 
kesehatan rujukan (RSUD) ke Ibu Kota Kabupaten Tembilahan menempuh 
jarak yang jauh dan waktu yang cukup lama serta memerlukan biaya yang 
cukup besar, sehingga bagi masyarakat dengan ekonomi rendah tidak bisa 
mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan baik.   
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Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah Type D yang terletak di Pulau Kijang Kecamatan 
reteh, milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir  Di dirikan pada Tahun 
2005. merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang dipimpin 
oleh seorang Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas Kesehatan dan secara operasional kepada Kepala Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir .  
RSUD Tengku Sulung  merupakan salah satu unsur organisasi 
perangkat daerah dengan disahkannya peraturan daerah  tentang pembentukan 
susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung 
Pulau Kijang dengan Perda ini maka rumah sakit menjadi unsur Lembaga 
Teknik Daerah (LTD) dalam bidang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang dan bertanggung Jawab langsung 
kepada Kepala Daerah TK II Kabupaten Indragiri Hilir  
Pada Tanggal Pada Tanggal 22 Maret 2011 melalui Surat Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.05/I/860/11  maka 
Rumah sakit Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang ditetapkan statusnya 
menjadi Rumah sakit Tipe D. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah 
Tengku Sulung Pulau Kijang dikeluarkan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Indragiri Hilir Nomor: 02/SIORS/PPSDK-IV/2011/873 pada tanggal 29 April 
2011 
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3.2 Organisasi dan Manajemen RSUD Tengku Sulung 
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung adalah Rumah Sakit 
dengan Klasifikas Kelas D milik Pemerintah kabupaten Indragiri Hlir dengan 
Jumlah tempat tidur 32  buah. 
1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung 
Menjadi Rumah Sakit Umum  Daerah tipe C yang terakreditasi 
paripurna pada tahun 2023 dan menjadi rumah sakit rujukan bagi 
masyarakat di bagian inhil selatan 
2. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung : 
a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat 
Indragiri hilir bagian selatan 
b. Terwujudnya pelayanan administrasi rumah sakit yang optimal 
dan akuntabel 
3. Falsafah dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung 
1. Falsafah  
“Memberikan pelayanan kesehatan secara tepat, ramah oleh 
tenaga profesional“  
2. Motto 
“ Senyum, Sapa, Ramah, Tanggap  “ 
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4. Struktur Organisasi RSUD Tengku Sulung  
GAMBAR 3.1 
RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG
STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTUR
dr. H. ISWANDI
NIP.19710204 200604 1 008
KOMITE MEDIK
dr. AMRIZAL, S.PB
KOMITE KEPERAWATAN
INDRAWATI, AMK 
NIP.19810105 200801 2 013
KASUBBAG TU
PJ. PERENCANAAN
ANDI NENENG, S.Si.,Apt
NIP.19800312 200903 2 007
GUSMALENA,Amd.Kep
NIP.19810822 200801 2 015
FENTI RIALITA, Amd, AK
NIP.19901208 201102 2 001
HENDRI, S.Kep
NIP.19780505 199703 1 002
PJ. UMUM & KEPEGAWAIANPJ. KEUANGAN PJ. PERLENGKAPAN
INDRAWATI, AMK 
NIP.19810105 200801 2 013
SUBRANTAS, S.Pd.I
UNIT FARMASI
KASI PELAYANAN
MONI OFNITA, S.Farm.Apt
UNIT RAWAT JALAN
UNIT JKN
UNIT RADIOLOGI
dr. RAHMAWATI
dr. NUR HAMIMAH HASIBUAN
drg. HESTI RAHAYU
dr. BAYU SETYA PRATAMA
UNIT UGD
dr. BAYU SETYA PRATAMA
UNIT KAMAR BEDAH
UNIT LABORATORIUM
UNIT RAWAT INAP
dr. RAHMAWATI
HIGH CARE UNIT
dr. NUR HAMIMAH HASIBUAN
UNIT LAUNDRY & KEBERSIHAN
MARDIANSYAH
dr. AISYAH
WIDODO
KHAIRYADI
NIP.19640310 198311 1 001
KASI KEPERAWATAN
UNIT GAS MEDIS
UNIT KEAMANAN
ZONA RIANDA
UNIT GIZI
SELPI NOFIANI, S.Gz
NUR DUHA
UNIT IPSRS
Sumber : RSUD Tengku Sulung 
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4.3 Gambaran Umum RSUD TENGKU SULUNG  Pulau Kijang 
GAMBAR 3.2 
1. Daftar Direktur RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang 
  
 
dr. Bustanul Aswat, 
MARS 
dr. Dwi Gunawan 
Ponidi, M.Kes 
dr. H. Iswandi 
2. Sumber Daya Manusia 
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang sekarang ini 
belum memiliki  SDM (Personal) yang memadai untuk memberikan 
pelayanan dirumah sakit dan belum memenuhi standarisasi pelayanan 
kesehatan yang meningkatkan kinerja rumah sakit. Adapun sumber daya 
manusia yang dimiliki RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang yang lebih 
jelasnya seperti pada tabel berikut : 
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TABEL 3.1 
Sumber Daya Manusia RSUD Tengku Sulung  
SUMBER DAYA MANUSIA JUMLAH 
1. Dokter Umum 
 PNS 3 Orang 
 PTT 0 Orang 
            Kontrak 2 Orang 
            Sukarela 0 Orang 
2. Dokter Gigi   
           PNS 1     Orang  
3. Dokter Ahli / Spesialis 
1. Bedah Subspesialis 
2. Bedah Umum 
3. Asisten Bedah Umum (Residen) 
 
1 
0 
 
Orang 
Orang 
4. Anak 0 Orang 
5. Penyakit Dalam 1 Orang 
6. Kebidanan & Kandungan 
7. Asisten Kebidanan & Kandungan 
1 
0 
Orang 
Orang 
8. T.H.T 0 Orang 
9. Radiologi 0 Orang 
10. Mata 0 Orang 
11. Saraf 0 Orang 
12. Anasthesi 
13. Asisten Anastesi 
0 
1 
Orang 
Orang 
14. Patologi Klinik 0 Orang 
15.  Kulit dan Kelamin 0 Orang 
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4. S1. Kesehatan Masyarakat 
    PNS 1  Orang 
    Kontrak 0 Orang 
    Sukarela 0 Orang 
5. S1. Keperawatan 
     PNS 3 Orang 
     Kontrak 5 Orang 
     Sukarela 0 Orang 
6. D3 Keperawatan 
    PNS 9 Orang 
    Kontrak 15 Orang 
    Sukarela 0 Orang 
7. SPK 
     PNS 0 Orang 
     Kontrak 1 Orang 
     Sukarela 0 Orang 
8. D3 Kebidanan 
    PNS 1 Orang 
    Kontrak 22 Orang 
    Sukarela 0 Orang 
9. D1. Kebidanan 0 Orang 
10. Apoteker 
      PNS 2 Orang 
      Kontrak  0 Orang 
      Sukarela 0 Orang 
11. S1. Farmasi 
      PNS 0 Orang 
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      Kontrak 0 Orang 
    Sukarela 0 Orang 
12. Asisten Apoteker 
       PNS 2 Orang 
      Sukarela 0 Orang 
13. D3 Fisioterapi 
      PNS 1 Orang 
      Kontrak 0 Orang 
14. D3 Analis Kesehatan 
      PNS 2 Orang 
      Kontrak 2 Orang 
15. SMAK 
       PNS 0 Orang 
       Kontrak 0 Orang 
16. D3. Sanitasi 
     PNS 0 Orang 
     Kontrak 0 Orang 
     Sukarela 0 Orang 
17. Hiperkes 
      PNS 0 Orang 
      Kontrak 0 Orang 
      Sukarela 0 Orang 
18. D1. SPPH 0 Orang 
19. D3 GIGI 
      PNS 1 Orang 
      Kontrak 0 Orang 
20. SPRG 0 Orang 
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21. D3. Apikes   
      PNS 0 Orang 
      Kontrak 0 Orang 
      Sukarela 0 Orang 
22. S1. Gizi 
      PNS 1 Orang 
23. D3. Gizi 
      PNS 0 Orang 
      Kontrak 1 Orang 
      Sukarela 0 Orang 
24. D3. ATEM 
      PNS 0 Orang 
      Kontrak 0 Orang 
      Sukarela 0 Orang 
24. D3. ATRO 
      PNS 2 Orang 
      Kontrak 0 Orang 
    Sukarela 0 Orang 
25. S1. Administrasi 
       PNS 0 Orang 
       Kontrak 4 Orang 
       Sukarela 0 Orang 
26. D1 
      Sukarela 0 Orang 
27. SMA 
      PNS 0 Orang 
      Kontrak 23 Orang 
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      Sukarela 0 Orang 
28. SLTP 
       PNS 0 Orang 
       Kontrak 0 Orang 
29. SD 
      Kontrak 0 Orang 
Sumber : Data Kepegawaian RSUD TENGKU SULUNG  
3. Sarana Dan Prasarana 
Sedangkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Rsud Tengku Sulung  
dapat dilihat dalam Tabel Berikut : 
TABEL 3.2 
Sarana dan Prasarana RSUD Tengku Sulung 
SARANA & PRASARANA JUMLAH 
Gedung Kantor  1 Unit 
Gedung Spesialis Bedah Central 1 Unit 
Gedung HCU / ( 3 TT ) 1 Unit 
Gedung Farmasi (Apotik BPJS, 
Jamkesmas, Askes & Apotek 
Pelengkap) 
1 Unit 
Gedung Unit Gawat Darurat 1 Unit 
Gedung Bank Darah 1 Unit 
Gedung Poliklinik  Meliputi : 
 Poli Umum 1 Unit 
 Poli Interna 1 Unit 
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 Poli Bedah 1 Unit 
 Poli Kebidanan & Kandungan 1 Unit 
 Poli Anak 1 Unit 
 Poli Gigi 1 Unit 
Gedung Unit Labor 1 Unit 
Gedung Rontgen 1 Unit 
Gedung Perawatan Umum  1 Unit 
Gedung Perawatan Kebidanan 1 Unit 
Ruang High Care Unit 1 Unit 
Rumah Dinas  7 Unit 
Pembakaran Limbah Medik 1 Unit 
Mobil Ambulance 1 Unit 
Tempat Tidur 32 Unit 
Sumber : Data Bagian Umum RSUD Tengku Sulung 
RSUD Tengku Sulung  Pulau Kijang  Tahun 2019 mempunyai 32 
tempat tidur tersebar pada 7 (tujuh) perawatan, yaitu : 
1. Perawatan  : 14 Tempat tidur  
2. Perawatan KIA : 14 Tempat tidur 
3. UGD : 2 Tempat tidur 
4. HCU : 2 Tempat tidur 
Total 32 Tempat tidur 
4. Pelayanan Kesehatan Meliputi : 
1. Pelayanan Medik Umum 
- Poliklinik Umum 
- Unit Gawat Darurat 
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- Bedah   
- Non Bedah 
- Kebidanan & Kandungan 
2. Pelayanan Medik Spesialistik 
a. Pelayanan Medik Spesialistik : 
- Pelayanan Medik Spesialis Hanya Dilakukan Sebulan Sekali 
b. Pelayanan Penunjang Medik :  
- Instalasi Laboratorium 
- Instalasi Radiologi 
- Instalasi Gizi 
- Instalasi Farmasi  
- Instalasi Kendaraan Medik ( Ambulance ) 
5. Evalusi Pelayanan Kesehatan RSUD TENGKU SULUNG  Pulau Kijang 
a. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan 
TABEL 3.3 
Tabel Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan 2018 S/d juni 
Tahun  2019 
NO Tahun Jumlah Pasien 
1. 2018 2896 
2 2019 964 
Sumber : Rekam Medik RSUD TENGKU SULUNG  
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b. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap 
TABEL 3.4 
Tabel Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap 2018  S/d Juni 
Tahun  2019 
NO Tahun Jumlah Pasien 
1 2018 856 
2 2019 163 
Sumber : Data Rekam Medik RSUD TENGKU SULUNG 
TABEL 3.5 
TABEL RAWAT INAP 2018 
Bulan 
Kunjungan 
UMU
M 
BPJ
S 
KIS 
JAMPE
RSAL 
ASKES 
Total 
Kunjun
gan 
 JANUARI 34 2 7 1 1 45 
 FEBRUARI 45 1 17 1 0 64 
 MARET 38 3 34 4 2 81 
 APRIL 20 3 21 2 1 47 
 MEI 37 3 20 2 1 63 
 JUNI 51 10 16 2 0 79 
 JULI 35 25 30 1 5 96 
 AGUSTUS 20 6 17 0 3 46 
 SEPTEMBER 29 10 45 9 5 98 
 OKTOBER 25 6 33 10 5 79 
 NOVEMBER 28 12 26 6 4 76 
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DESEMBER 27 9 17 6 8 67 
 
389 28 283 44 35 779 
Adapun perkembangan upaya pelayanan kesehatan RSUD TENGKU 
SULUNG  yang telah dilaksanakan dapat dlihat pada tabel indikator 
pelayanan dibawah ini : 
TABEL 3.6 
Tabel Indikator Pelayanan RSUD TENGKU SULUNG Tahun 2016 
s/d Desember 2018 
Uraian 2016 2017 2018 
Tingkat Pemanfaat Tempat Tidur 
(BOR) 
8,2% 8,4% 8,9% 
Rata-rata lama rawat (LOS) 4 Hari 4 Hari 4 Hari 
Frekunsi  Pemakaian Tempat 
Tidur (BTO) 
7,9 Kali 7,7 Kali 4 Kali 
Rata-rata Lama Tempat Tidur 
Tidak Dipakai (TOI) dalam sehari 
44 Hari 43 Hari 40,90 Hari 
Angka Kematian Bersih (NDR) 14,4 % 14,3 % 1,2 % 
Angka Kematian Kasar (GDR) 22,4 % 23,6 % 2,52 % 
   Sumber : Data Rekam Medik RSUD TENGKU SULUNG 
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TABEL 3.7 
Tabel Indikator Pelayanan RSUD TENGKU SULUNG  Pulau Kijang  
TAHUN 2015- 2018 
 
TAHUN 
 
 
BOR 
 
LOS 
 
BTO 
  
 TOI 
 
NDR 
 
GDR 
2015 8,40% 4 7,7 43 14,3 23,6 
2016 12,08% 2 7,29 15,3 35,94 68,62 
2017 13,70% 3 16,68 19,53 38,8 70,8 
2018 14,70% 2 27 12 40,9 75,2 
Sumber : Data Rekam Medik RSUD TENGKU SULUNG  
Dengan melihat tabel indikator pelayanan yang ada diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa Rsud Tengku Sulung telah berupaya keras dalam 
mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat tanpa melupakan 
kualitas pelayanan, dan Rsud Tengku Sulung  akan senantiasa berupaya 
meningkatkan terus pelayanan dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan 
yang diberikan sesuai dengan visi dan misi Rsud Tengku Sulung . 
Distribusi 10 Kasus Penyakit Terbanyak Rawat Inap TAHUN 2018 
1. Dispepsia   51 
2. Hipertensi   48 
3. TB Paru   33 
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4. Diabetes Militus  30 
5. Anemia   29 
6. Colic Abdomen  27 
7. Chf    24 
8. HHD    15 
9. Hiper colesterolemia 12 
10. Stroke   12 
Distribusi 10 Kasus Penyakit Terbanyak Rawat Jalan TAHUN 2018 
1. Dispepsia   60 
2. Hipertensi   58 
3. TB Paru   49 
4. Diabetes Militus  36 
5. Anemia   35 
6. Colic Abdomen  33 
7. Chf    32 
8. HHD    30 
9. Hiper colesterolemia 18 
10. Stroke   10 
6. Profil Pengunjung Rumah Sakit 
Pengunjung RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Sampai Dengan 
Desember Tahun 2018 Sebanyak 3752 Kunjungan, terdiri dari 2896 
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Pengunjung Rawat Jalan dan 856 Rawat Inap  dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 
TABEL 3.8 
a. Perincian Cara Bayar Pasien Rawat Jalan Dan Rawat Inap 
Tahun 2018 
URAIAN JUMLAH 
UMUM 1950 
KIS 531 
BPJS 770 
ASKES 47 
JAMPERSAL  80 
JUMLAH 3378 
 
b. Perincian Menurut Jenis Kasus Ugd Dan Tindak Lanjut 
Pengobatan Tahun 2018 
TABEL 3.9 
JENIS 
KASUS 
DI 
RAWAT 
DI 
RUJUK 
PULANG 
MATI 
SEBELUM 
DIRAWAT 
TOTAL 
BEDAH 4 2 15 0 21 
NON 
BEDAH 
22 6 13 3 44 
JUMLAH 26 8 28 0 65 
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c. Perincian Jenis Kasus Berdasarkan Cara Masuk Pasien Ugd 
TABEL 3.10 
N
O 
JENIS KASUS 
CARA MASUK 
JUMLAH 
RUJUKAN 
NON 
RUJUKAN 
1 BEDAH 2 19 21 
2 NON BEDAH 6 35 11 
JUMLAH 8 54 62 
4.4 Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sugiyono (2011:9) 
menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek yang  alamiah,  dimana  peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci. Obyek alamiah yang dimaksud oleh Sugiyono 
(2011:8) adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 
sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan 
setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Selanjutnya Sugiyono (2011:10) 
mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu 
yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang 
diamati, secara utuh, karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian kualitatif bersifat utuh dan lebih 
menekankan  pada  proses,  maka  penelitian  kualitatif  dalam  melihat  
hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu 
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saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan 
dependennya. 
Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus secara deskriptif, yaitu 
perbandingan  antara  teori,  konsep,  standar,  atau  arsip  yang  berlaku  dengan 
praktek yang ada di dalam organisasi kemudian mengambil kesimpulan dan 
saran dari  hasil  perbandingan  tersebut.  Robert  K.  Yin  dalam  Wirawan  
(2011:178) menyatakan studi kasus merupakan cerita mengenai sesuatu yang 
unik, khusus, menarik–cerita tersebut dapat mengenai individu-individu, proses, 
program- program, rukun tetangga, institusi-institusi, dan bahkan kejadian-
kejadian. Tujuan utama dari studi kasus adalah untuk memahami siklus 
kehidupan unit analisis secara mendalam suatu kebijakan, program atau proyek 
yang dievaluasi. 
a. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Tengku Sulung Pulau Kijang yang terletak di wilayah Kabupaten 
Inhil. Tepatnya berada di Jl.Penunjang Pulau Kijang Kecamatan Reteh 
Kabupaten Inhil 29273.   Alasan   dipilihnya   lokasi   ini   adalah dikarenakan  
RSUD  Tengku Sulung  sudah bersatus  Badan  Layanan  Umum  dan alasan 
yang lainnya adalah dikarenakan tersedianya akses untuk melakukan 
penelitian di sana. 
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b. Data dan Jenis Data 
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu 
data yang dapat diperoleh melalui wawancara langsung dari pihak-pihak 
terkait dan   observasi.   Pihak-pihak   yang   terkait   adalah   pihak   
sebagaimana   telah disebutkan sebelumnya, yaitu pihak yang menjadi 
informan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 
data-data yang sudah tersedia seperti data-data dan dokemen-dokumen 
yang terkait dengan sistem anggaran pada RSUD Tengku Sulung. 
c. Teknik Pengumpulan Data 
Sugiyono (2011:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data 
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 
utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, 
Sugiyono (2011:225) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, 
pengumpulan data dilakukan dalam natural setting (kondisi yang alamiah), 
sumber data primer, dan teknik  pengumpulan  data  yang  lebih  banyak  
pada  observasi  berperan  serta (participant observation), wawancara 
mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Selanjutnya teknik 
pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 
interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan 
keempatnya. Berdasarkan teori tersebut, maka teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Observasi 
Menurut Sugiyono (2011:226) melalui observasi, peneliti belajar 
tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Jenis observasi yang 
digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipatif pasif. Yang dimaksud 
dengan observasi partisipatif pasif adalah peneliti datang ke tempat 
kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 
tersebut. 
2. Wawancara  
Jenis  wawancara  yang  dipilih  untuk  digunakan  dalam  
penelitian  ini adalah wawancara semiterstruktur, yang menurut Sugiyono 
(2011:233) pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 
wawancara terstruktur. Selain itu, tujuan dari wawancara jenis ini adalah 
untuk menemukan permasalahan  secara lebih  terbuka. Dalam melakukan 
wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 
dikemukakan oleh informan. 
3. Studi Dokumen 
Menurut Sugiyono (2011:240) dokumen merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat 
dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di 
sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Studi dokumen 
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merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 
dalam penelitian kualitatif. Dalam  penelitian  ini,  dokumen  yang  
digunakan  untuk  mendukung  dua metode sebelumnya adalah berupa 
dokumen berita acara penyusunan dan pengesahan   anggaran.   Menurut   
Wirawan   (2011:210)   studi   dokumen dilakukan melalui proses: (1) 
meneliti keaslian dokumen; (2) memilih dokumen yang diperlukan oleh 
evaluasi; dan (3) meneliti isinya. 
4.5 Analisis Data  
Bogdan  dalam  Sugiyono  (2011:244)  menyatakan  analisis  data  adalah 
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 
difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 
dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, ,menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 
orang lain. 
Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:246) mengemukakan bahwa 
aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Penelitian 
ini menggunakan Mpdel Miles and Huberman dalam analisis data di lapangan. 
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Berikut   langkah-langkah   analisis   data   menurut   Mpdel   Miles   
and Huberman:  
a. Reduksi Data (Data Reduction) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Proses 
reduksi  data  akan  dipandu  oleh  tujuan  yang  akan  dicapai,  yaitu  
sebuah temuan dalam penelitian tersebut. Reduksi data memepermudah 
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
b. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering 
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 
dengan teks yang bersifat naratif. Namun tidak menutup kemungkinan 
penyajian data juga   didukung   dengan   grafik,   tabel   maupun   chart   
untuk   melengkapi penjelasan teks yang bersifat naratif. 
c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)  
Kesimpulan  yang  dihasilkan  dari  dua  proses  sebelumnya  
diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan 
sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penyajian data yang 
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dikemukakan nanti bila telah   didukung   dengan   data-data   yang   
lengkap,   maka   dapat   ditarik kesimpulan yang bersifat kredibel. 
Dari analisis data menurut Mpdel Miles and Huberman di atas, 
penulis mengembangkan langkah-langkah analisis data untuk penelitian ini 
seperti berikut:  
a. Mengidentifikasi  penerapan  sistem  anggaran  berbasis kinerja  pada 
RSUD Tengku Sulung  
1. Menggali data-data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan 
berhubungan dengan anggaran berbasis kinerja; 
2. Apabila data dan dokumen belum memadai untuk diolah dalam 
penelitian dan belum menemukan dalam rumusan masalah, maka 
penulis akan menggali informasi-informasi dari para informan 
melalui wawancara,; 
3. Mengolah  data  sesuai  dengan  praktik  penyusunan  anggaran  
berbasis kinerja yang dilakukan oleh RSUD Tengku Sulung, 
Membandingkan   kesesuaian   praktik   penyusunan   anggaran   
berbasis kinerja oleh RSUD Tengku Sulung dengan standar 
penyusunan anggaran berbasis kinerja yang ada;  
4. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut apakah 
anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan sesuai dengan aturan 
yang ada. 
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Gambar 3.3 
Foto bersama narasumber: Hendri S.Kep  
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Setelah melakukan penelitian lalu menganalisis dan membahas pada bab 
IV, di temukan beberapa masalah pada penerapan anggaran berbasis kinerja 
dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di RSUD Tengku 
Sulung yang di simpulkan sebagai berikut : 
a. Terdapat perbedaan antara dokumen pelaksana anggaran yang di gunakan 
sebagai acuan penggunaaan anggaran dengan laporan realisasi anggaran, 
perbedaan tersebut terletak pada akun belanja barang dan jasa sebesar 
Rp.200.000.000 dan pada akun belanja modal sebesar 
Rp.5.910.000.000,00.  
b. Dalam realisasi anggaran terdapat ketidakefektifan dalam penyerapan 
anggaran, Yaitu pada akun tunjangan fungsional umum hanya tercapai 
sebesar 59,67%, kemudian pada akun tambahan penghasilan berdasarkan 
kelangkaan profesi hanya tercapai sebesar 44,35% dan pada akun belanja 
barang dan jasa BLUD terserap sebesar 125% yang berarti melebihi batas 
anggaran yang telah ditetapkan. Pdahal seharusnya menurut pedoman 
anggaran berbasis kinerja , setiap anggaran yang di keluakan haruslah 
sesuai dengan target yang telah di tetapkan.  
c. Terdapat kesalahan dalam peyajian kode akun yang tertera pada laporan 
realisasi anggaran dan pada catatan atas laporan keuangan. Setelah di 
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lakukan analisis , penulis menyajikan kode akun laporan realisasi 
anggaran sesuai dengan yang tercatat pada catatan atas laporan keuangan.  
d. Anggaran berbasis kinerja mengacu pada efektif dan efektifitas 
penggunaan anggaran, ketika dana yang yang di anggarkan tidak dapat 
terserap dengan baik, berarti masih kurangnya pihak RSUD tengku 
sulung dalam melakukan penerapan anggaran berbasis kinerja.  
5.2 Saran 
a. bagi pihak RSUD Tengku Sulung 
1. sebaiknya pihak RSUD harus lebih teliti lagi dalam merincikan 
anggaran, sehingga tidak terjadi lagi selisih antara laporan realisasi 
anggaran dan dokumen pelaksana anggaran.  
2. sebaiknya pihak RSUD Tengku Sulung haruslah lebih meningkatkan 
kinerja nya, sehingga penyerapan anggaran juga lebih maksimal.  
3. sebaiknya pihak RSUD Tengku sulung haruslah lebih teliti lagi 
dalam penyajian laporan realisasi anggaran, sehigga tidak ada lagi 
kesalahan dalam penyajian laporan realisasi anggaran.  
b. bagi pihak peneliti  
1. di harapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan analisis 
tentang penerapan anggaran berbasis kinerja , lebih baik untuk 
menambah tahun anggaran minimal 2 atau 3 tahun terakhir, sehingga 
dapat dijadikan pertimbangan bagaimaana perkembangan penerapan 
anggaran berbasis kinerja RSUD Tengku sulung dan melakukan 
analisis tentang penyebab dari kendala-kendala yang terjadi. 
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DAFTAR WAWANCARA 
1. Sejak tahun berapa RSUD Tengku sulung berubah status menjadi BLUD ? 
2. Bagaimana proses penyusunan anggaran di lakukan ? 
3. Apakah RSUD tengku sulung sudah menetapkan rensta sesuai  dengan visi, 
misi, dan tujuan RSUD ? 
4. Apakah RSUD sudah menetapkan indikator kinerja , program dan kegiatan, 
dan penetapan standar biaya ? 
5. Apa saja kendala dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada RSUD 
Tengku Sulung ? 
6. Apa yang menyebabkan anggaran pada akun tunjangan fungsional umum 
hanya terserap sebesar 59,67% , dan tambahan penghasilan berdasarkan 
kelangkaan profesi hanya terserap sebesar 44,35% ? 
7. Apa yang menyebabkan kelebihan penggunaan anggaran pada kegiatan 
belanja barang dan jasa hingga mencapai 125% ? 
8. Di temukan selisih antara laporan realisasi anggaran dan dokumen pelaksana 
anggaran, selisih tersebut di temukan pada akun dana pemeliharaan gedung 
pada belanja barang dan jasa, dan penyediaan alat-alat kedokteran umum pada 
belanja modal. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ? 
9. Pada laporan realisasi anggaran di temukan tidak sesuainya kode rekening 
yang tercatat dengan kode akun atau kode rekening yang telah tertera pada 
catatan atas laporan keuangan, apa yang  menyebabkan hal itu terjadi? 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 49, tambahan Lembaga 
Negara Nomor 2754). 
 
Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Propinsi Riau dengan 
luas wilayah 18.812,97 km2,  dari daratan 11.605,97 km2 dan perairan 7.207 km2  
(perairan umum 889 km2 dan laut 6.318 km2 ), dengan batas-batas wilayah 
adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten  Pelalawan, sebelah Selatan 
dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Provinsi Jambi ), sebelah Barat dengan 
Kabupaten Indragiri Hulu dan sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai 
Karimun (Provinsi Kepulauan Riau). 
 
Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 
Format laporan keuangan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Dan Peraturan Bupati 
Nomor 48 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah. Periode 
pelaporan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran 2018. Laporan 
keuangan ini terdiri dari ;  
 
1.   Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD; 
 
2.   Laporan Operasional (LO) SKPD; 
 
3.   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD; 
 
4.   Neraca SKPD; dan 
 
5.   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD. 
 
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 
 
Maksud disusunnya Laporan keuangan adalah untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna.  Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, 
legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan 
dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. 
 
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur  mengenai 
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu 
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, 
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tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi 
yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya, dengan: 
a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 
sumber daya ekonomi; 
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 
anggarannya; 
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 
f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 
 
Agar  informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami 
secara benar oleh para pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, harus 
dibuat catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan 
pengguna dalam memahami  Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian catatan 
atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh 
pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun 
manajemen entitas pelaporan.  
 
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari Laporan Keuangan,  
disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD dengan memuat penjelasan pos-pos 
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca memuat informasi pelaksanaan APBD 2018 
yang meliputi: 
 
a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target 
b. Ihktisar pencapaian kinerja keuangan 
c. Kebijakan akuntansi yang penting 
d. Penjelasan pos-pos laporan keuangan 
e. Pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan 
informasi tambahan lainnya. 
 
1.2. Landasan  Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 
 
Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada : 
1.   Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2003 Tentang Keuangan Negara; 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 
5.  Uandang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara; 
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah; 
10.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja; 
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Berbasis Akrual; 
14. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir; 
15. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 48 Tentang Sistem dan Prosedur 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 
 
1.3.  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 
 
Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2018, disusun dengan sistematika 
sebagai berikut : 
 
Bab I Pendahuluan 
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan  
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Bab II Kebijakan Keuangan  
Memuat kebijakan keuangan yang berlaku pada Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir 
 
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan 
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target 
yang telah ditetapkan. 
 
Bab IV Kebijakan Akuntansi 
4.1. Entitas pelaporan keuangan 
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan 
Keuangan 
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan 
Keuangan 
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan 
yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah. 
 
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 
Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan 
keuangan yaitu Laporan realisasi anggaran, Laporan 
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca 
SKPD dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
 
Bab VI Penutup 
Memuat uraian tentang permasalahan serta pemecahannya 
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BAB II 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA 
 
2.1 Kebijakan Keuangan 
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 
2004, perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk 
memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan 
antara Pusat dan Daerah. 
 
Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas, maka 
pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan 
pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas 
desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN 
dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas berbantuan dibiayai 
atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. 
 
Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananan 
kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan 
kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi 
hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai 
Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik 
dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman 
jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang 
untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana 
Daerah. 
 
Penyusunan APBD Tahun 2018 didasarkan pada pendekatan kinerja yang 
mengutamakan output, outcome dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang 
direncanakan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, disiplin, adil, 
efesien dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud 
pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran sementara 
disiplin anggaran dimaksudkan adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. 
Prinsip lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-
indikator yang jelas dan terukur. 
 
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran 
 
Indikator pencapaian target kinerja APBD merupakan indikator kinerja 
atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan dan 
informasi tentang pencapaian efektifitas program dan kegiatan yang telah 
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dilaksanakan yang tertuang dalam APBD. Indikator pencapaian target kinerja 
yang dimaksud adalah: 
 Indikator capaian program (sasaran), tolak ukur kinerjanya berupa obyek 
sasaran program/kegiatan yang akan dicapai. Target kinerjanya 
ditampillkan dalam bentuk jumlah obyek sasaran program/kegiatan, 
yang mencerminkan jumlah yang akan dicapai dari suatu 
program/kegiatan. 
 Indikator masukan (input), tolok ukur kinerjanya jumlah dana, SDM, dan 
peralatan yang digunakan. Target kinerjanya rupiah untuk jumlah dana, 
orang untuk SDM dan satuan untuk peralatan yang digunakan untuk 
mencapai suatu target. 
 Indikator keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan 
tujuan program/ kegiatan dengan target kinerja berupa jumlah/volume 
sasaran yang dicapai. 
 
 Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari program/kegiatan, tolok ukur kinerjanya adalah 
manfaat dari terlaksananya kegiatan. Target kinerjanya ditunjukan dengan 
prosentase yang merupakan perbandingan antara capaian dengan jumlah objek 
sasaran program/kegiatan. 
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BAB III 
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 
 
3.1. Ihktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 
Perkembangan realisasi dan rencana kinerja keuangan RSUD 
Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai 
berikut : 
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % 
A 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 
1.500.000.000,00 2.567.946.176,00 171,20 
1. Pendapatan Pajak Daerah - - - 
2. 
Pendapatan Retribusi 
Daerah 
1.500.000.000,00 2.567.946.176,00 171,20 
3. 
Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 
- - - 
4. Lain-lain PAD Yang Sah - - - 
JUMLAH PENDAPATAN 1.500.000.000,00 2.567.946.176,00 171,20 
  
a. Realiasasi Pendapatan Tahun 2018 
Pendapatan Asli Daerah RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang tahun 2018 
sebesar Rp. 2.567.946.176,00,- 
 
b. Realiasasi Belanja Tahun 2018 
 
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % 
A BELANJA OPERASI 6.854.810.938,00 6.549.036.269,00 95,54 
1. Belanja Pegawai 1.883.313.338,00 1.573.755.137,00   83,56 
2. Belanja Barang 4.971.497.600,00 4.975.281.132,00 100,08 
3. Bunga - -  
4. Hibah - -  
5. Bantuan Sosial - -  
     
B BELANJA MODAL 8.532.460.598,06 7.497.427.218,69 87,87 
1. Tanah - -  
2. Peralatan & Mesin 5.932.800.000,00 5.167.021.656,69 87,09 
3. Gedung& Bangunan 2.549.660.598,06 2.287.764.562,00 89,73 
4. Jalan, Irigasi & Jaringan - -  
5. Aset Tetap Lainnya - -  
     
C  Belanja Tak Terduga - -  
1. Belanja Tak Terduga - -  
JUMLAH BELANJA 15.387.271.536,06 14.046.463.488 91,28 
 
 
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam  pencapaian target yang 
telah ditetapkan. 
 
RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir 
berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah 
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dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan 
efesiensi dan penghematan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam sistem dan prosedur 
akuntansi ini mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Indragiri  Hilir  yang  mengatur  
masalah  pengakuan,  pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari 
suatu transaksi atau peristiwa. Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir berfungsi untuk memastikan bahwa laporan 
keuangan RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Pemerintah Kabupaten 
Indragiri Hilir menyajikan informasi: 
a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk 
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pengambilan keputusan; dan 
b. Dapat diandalkan, dengan pengertian: 
 
1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan; 
2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau 
transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; 
3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan; 
4) dapat diverifikasi; 
5) mencerminkan kehati-hatian; dan 
6) mencakup semua hal yang material. 
  
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menggunakan pertimbangan 
yang memadai untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan 
informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam 
melakukan pertimbangan yang memadai tersebut Pemerintah Kabupaten 
Indragiri Hilir telah memperhatikan: 
a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip 
dengan masalah terkait; 
b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, 
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan 
penerimaan/pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang diatur 
dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan 
PSAP; dan 
c. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah 
sepanjang konsisten dengan huruf a dan b. Kebijakan Akuntansi 
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas 
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 
Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh RSUD Tengku Sulung 
Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir  meliputi: 
 
 
4.1. Entitas Akuntansi 
RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Pemerintah Kabupaten 
Indragiri Hilir  memberikan wewenang  kepada PPK SKPD dan 
Bendaharawan Pengeluaran untuk mengelola administrasi keuangan 
daerah beserta pelaporan keuangannya.  
 
Bagian Keuangan RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir selaku entitas pelaporan melakukan fungsi 
penganggaran, fungsi verifikasi, fungsi perbendaharaan dan fungsi 
akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa ; 
 
1.   Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD; 
2.   Laporan Operasional (LO) SKPD; 
3.   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD; 
4.   Neraca SKPD; dan 
5.   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD. 
 
4.2. Basis akuntansi  
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Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah 
basis Akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dalam perhitungan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan 
aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. 
 
4.3. Pengakuan dan Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 
 
1.    Akun Neraca.   Akun Aset 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 
oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial 
di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir maupun masyarakat, serta dapat diukur 
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 
sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 
budaya. 
 
Klasifikasi akun aset disajikan pada tabel berikut: 
 
Kodefikasi Uraian Akun 
1 Aset 
11 Aset Lancar 
 Merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat 
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 
111 Kas 
Digunakan untuk mencatat kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 
Indragiri Hilir yang mencakup antara lain: Kas di Kas Daerah, Kas di 
Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di 
BLUD. 
112 Investasi Jangka Pendek 
Digunakan untuk mencatat investasi yang dilakukan Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan 
hingga dua belas bulan yang bertujuan dalam rangka manajemen 
kas, yang artinya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat 
menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. 
Investasi  Jangka  Pendek  mencakup  antara  lain  Investasi  
Dalam Saham dan Investasi Dalam Obligasi. 
113 Piutang Pendapatan 
Digunakan untuk mencatat piutang akan pendapatan yang dimiliki 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain: Piutang Pajak, 
Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer 
Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, 
Piutang Transfer Pemerintah Daerah, Piutang Bantuan Keuangan, 
dan Piutang Hibah dan Piutang Pendapatan Lainnya. 
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114   Piutang Lainnya 
  Digunakan untuk mencatat Piutang Lainnya yang dimiliki 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain Bagian Lancar 
Tagihan Jangka Panjang dan Bagian Lancar Pinjaman Jangka 
Panjang kepada Entitas Lainnya. 
115   Penyisihan Piutang  
  Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang dibentuk 
sebesar persentase  tertentu  dari  akun  piutang  terkait  
kemungkinan  tidak tertagihnya   piutang.   Penyisihan   Piutang   
mencakup   antara   lain 
 
 
Penyisihan Piutang Pendapatan dan Penyisihan Piutang Lainnya. 
116   Beban Dibayar Dimuka 
  Digunakan  untuk  mencatat  pengeluaran  yang  telah  dibayarkan 
dimana pengeluaran tersebut belum menjadi beban pada tahun 
berjalan. 
117 Persediaan 
Digunakan untuk mencatat persediaan yang dimiliki oleh 
Pemerintah Kabupaten Indragiri  Hilir, termasuk di dalamnya 
persediaan untuk diserahkan   ke   masyarakat   dan/atau   pihak   
ketiga.   Persediaan mencakup antara lain: Persediaan Alat Tulis 
Kantor, Persediaan Alat Listrik, Persediaan Material/Bahan, 
Persediaan Benda Pos, Persediaan Bahan Bakar, dan Persediaan 
Bahan Makanan Pokok. 
 
 
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan 
Digunakan  untuk  mencatat  reciprocal account untuk  
kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain RK SKPD. 
12 Investasi Jangka Panjang 
Merupakan Aset non Lancar berupa Investasi yang diadakan 
dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan 
manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode 
akuntansi. 
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 
Digunakan  untuk  mencatat  investasi  jangka  panjang  yang di 
maksudkan  untuk  dimiliki  secara  tidak  berkelanjutan.  Investasi 
Jangka  Panjang  Non  Permanen  mencakup  antara  lain:  Pinjaman 
Jangka  Panjang  kepada Entitas Lainnya, Investasi  dalam 
Obligasi, Investasi dalam Proyek Pembangunan, Dana Bergulir, dan 
Investasi Non Permanen Lainnya. 
122 Investasi Jangka Panjang Permanen 
Digunakan  untuk  mencatat  investasi  jangka  panjang  yang 
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.  Investasi  
Jangka Panjang   Permanen   mencakup   antara   lain   Penyertaan   
Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. 
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13 Aset Tetap 
Merupakan Aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 
(dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional 
pemerintahan atau untuk  dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Aset  
ini  meliputi  tanah, peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  
jalan,  irigasi,  dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi 
dalam pengerjaan. 
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Kodefikasi Uraian Akun 
131 Tanah 
Digunakan untuk mencatat kepemilikan tanah Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir, yang mencakup antara lain:   Tanah 
Kantor, Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit, Tanah Sarana 
Kesehatan Puskesmas, Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik, 
Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Tanah Sarana 
Pendidikan Sekolah Dasar, Tanah Sarana Pendidikan Menengah 
Umum dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Menengah 
Lanjutan dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Luar 
Biasa/Khusus,  Tanah  Sarana  Pelatihan  dan  Kursus,  Tanah  
Sarana Sosial Panti Asuhan, Tanah Sarana Sosial Panti Jompo, 
Tanah Sarana Umum  Terminal,  Tanah  Sarana  Umum  
Dermaga,  Tanah  Sarana Umum  Lapangan  Terbang  Perintis,  
Tanah  Sarana  Umum  Rumah Potong Hewan, Tanah Sarana 
Umum Tempat Pelelangan Ikan, Tanah Sarana Umum Pasar, 
Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah, 
Tanah Sarana Umum Taman, Tanah Sarana Umum Pusat 
Hiburan Rakyat, Tanah Sarana Umum Ibadah, Tanah Sarana 
Stadion Olahraga, Tanah Perumahan, Tanah Pertanian, Tanah 
Perkebunan, Tanah Perikanan, Tanah Peternakan, Tanah 
Perkampungan, Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan 
Material Bahan Baku. 
132 Peralatan dan Mesin 
Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin yang 
mencakup antar lain: Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan Darat 
Bermotor, Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor, Alat-alat 
Angkutan di Air Bermotor, Alat-alat Angkutan Air tidak 
Bermotor, Alat-alat Angkutan Udara, Alat- alat   Bengkel,   Alat-
alat   Pengolahan   Pertanian   dan   Peternakan, Peralatan   
Kantor,   Perlengkapan   Kantor,   Komputer,   
Meubelair,Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah Tangga, 
Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Alat-alat Ukur, Alat-alat 
Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat-alat 
Persenjataan/Keamanan. 
 
 
 
133 Gedung dan Bangunan 
Digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan milik 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mencakup antara 
lain: Gedung Kantor, Gedung Rumah Jabatan, Gedung Rumah 
Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Monumen, Tugu Peringatan. 
134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Digunakan  untuk  mencatat  Jalan,  Irigasi,  dan  Jaringan     
yang mencakup  antara  lain:  Jalan,  Jembatan,  Jaringan  Air,  
Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota, dan Instalasi Listrik 
dan Telepon. 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG 
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 
Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018 
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135 Aset Tetap Lainnya 
Digunakan untuk mencatat kepemilikan Aset Tetap Lainnya 
yang mencakup antara lain: Buku dan Kepustakaan, Barang 
Bercorak Kesenian dan Kebudayaan, Hewan/Ternak dan 
Tanaman. 
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan 
Digunakan  untuk  mencatat  aset tetap yang  sedang  dalam 
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan 
belum selesai seluruhnya. 
137 Akumulasi Penyusutan 
Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan aset 
tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 
14 Dana Cadangan 
Merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi 
dalam satu tahun anggaran. 
141 Dana Cadangan 
Digunakan  untuk  mencatat  penyisihan  dana    untuk  
menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif 
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 
15 Aset Lainnya 
Merupakan  kelompok  Aset  yang  tidak  termasuk  dalam  
kategori- kategori sebelumnya. 
151 Tagihan Jangka Panjang 
Digunakan untuk mencatat Tagihan Jangka Panjang pemerintah 
yang mencakup  antara  lain  Tagihan  Penjualan  Angsuran  dan  
Tuntutan Ganti Rugi. 
152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
Digunakan untuk mencatat Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang 
mencakup antara lain: Bangun guna serah (Build, Operate and 
Transfer/BOT),  Bangun  serah  guna  (Build,  Transfer  and 
Operate/BTO), dan Kerjasama Operasi (KSO). 
153 Aset Tidak Berwujud 
Digunakan  untuk  mencatat  Aset  Tidak  Berwujud  yang  
mencakup antara lain goodwill, lisensi dan frenchise, hak cipta, 
paten, dan aset tidak berwujud lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG 
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 
Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018 
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b.   Akun Kewajiban 
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya   mengakibatkan   aliran   keluar   sumber   daya   
ekonomi pemerintah daerah. Klasifikasi dari akun Kewajiban 
disajikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 
 
 
154 Aset Lain-lain 
Digunakan   untuk   mencatat   Aset   Lainnya   yang   tidak   
dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebelumnya. 
19 RK SKPD 
Digunakan  untuk  mencatat  reciprocal account untuk  
kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening 
Koran SKPD. 
Kodefikasi Uraian Akun 
2 Kewajiban 
21 Kewajiban Jangka Pendek 
Merupakan  kelompok  kewajiban  yang  jatuh  tempo  dalam  
waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 
Digunakan untuk mencatat utang yang disebabkan kedudukan 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pemotong pajak 
atau pungutan lainnya yang mencakup antara lain: Utang 
Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, 
Utang Taperum, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya. 
212 Utang Bunga 
Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang dimiliki 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mencakup antara lain: 
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga Kepada 
Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD, 
Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank, 
Utang Bunga dalam Negeri lainnya, dan Utang Bunga Luar 
Negeri. 
 
 
 
213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
Digunakan  untuk  mencatat  Bagian Lancar  Utang  Jangka 
Panjang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mencakup 
antara lain: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada 
Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, dan 
Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG 
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 
Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018 
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214 Pendapatan Diterima Dimuka 
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima Dimuka yang 
mencakup antara lain: Setoran Kelebihan Pembayaran kepada 
Pihak III, Uang Muka Penjualan, dan Uang Muka Lelang 
Penjualan Aset Daerah. 
215 Utang Beban 
Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya 
suatu  belanja   atas   kegiatan   yang   telah   selesai   
dilaksanakan   oleh Pemerintah Kabupaten Indragir Hilir. 
Utang Beban mencakup antara lain: Utang Beban Pegawai, Utang 
Beban Barang, Utang Beban Bunga, Utang Beban Subsidi, Utang 
Beban Hibah, Utang Beban Lain-lain, dan Utang Beban Transfer. 
216 Utang Jangka Pendek Lainnya 
Digunakan  untuk  mencatat  Utang  Jangka  Pendek  yang  
tidak termasuk dalam klasifikasi utang di atas. 
 
 
22 Kewajiban Jangka Panjang 
Merupakan kelompok kewajiban yang jatuh temponya lebih 
dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 
221 Utang Dalam Negeri 
Digunakan   untuk   mencatat   Utang   Dalam   Negeri   
Pemerintah Kabupaten Indragiri  Hilir yang mencakup antara 
lain:  Utang  dari Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga 
Keuangan Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang dari Pemerintah 
Pusat, Utang dari Pemerintah Daerah lainnya, dan Premium 
(Diskonto) Obligasi. 223 Utang Luar Negeri 
Digunakan  untuk  mencatat  Utang  Luar  Negeri  yang  
diperolehPemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 
224 Utang Jangka Panjang Lainnya 
Digunakan  untuk  mencatat  Utang  Jangka  Panjang  yang  
tidak termasuk dalam klasifikasi di atas. 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG 
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 
Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018 
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c.   Akun Ekuitas 
Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten 
Indragiri Hilir yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal laporan. 
Klasifikasi Akun Ekuitas disajikan sebagaimana tercantum dalam tabel 
sebagai berikut: 
 
Kodefikasi Uraian Akun 
3 Ekuitas 
31 Ekuitas 
Adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal laporan. 
311 Ekuitas 
Adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 
yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pada tanggal 
laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah 
(dikurang) oleh Surplus/Defisit–LO dan perubahan lainnya 
seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan 
lain-lain. 
312 Ekuitas SAL 
SAL, yang mencakup antara lain  Pendapatan,  Penerimaan 
Pembiayaan, Apropriasi   Belanja,   Apropriasi   Pengeluaran   
Pembiayaan   dan Estimasi Perubahan SAL. 
Digunakan   untuk   mencatat   akun   perantara   dalam   rangka 
penyusunan Laporan Realisasi Angaran dan Laporan Perubahan 
Akun   Pendapatan,   Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi 
Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan digunakan apabila 
menerapkan akuntansi anggaran. 
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan 
Digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk 
kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening 
Koran PPKD. 
 
2.   Akun Laporan Realisasi Anggaran 
a.   Akun Pendapatan-LRA 
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah yang menambah  Saldo  Anggaran  Lebih  dalam  
periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan yang menjadi hak 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan tidak perlu dibayar kembali 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG 
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 
Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018 
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oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 
 
Klasifikasi Akun Pendapatan-LRA disajikan sebagaimana tercantum  
dalam tabel sebagai berikut: 
 
 
Kodefikas
i 
Uraian Akun 
4 Pendapatan-LRA 
41 Pendapatan Asli Daerah 
(PAD)-LRA 
Merupakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang 
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 
Peraturan Perundang- undangan. 
411 Pendapatan Pajak Daerah-
LRA 
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak daerah, 
antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan pajak daerah lainnya 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 412 Pe dapatan Retribusi 
Daerah-LRA 
Digunakan untuk mencatat retribusi daerah, antara lain: 
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi 
Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
413 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan-LRA 
Digunakan untuk mencatat hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, antara lain: Bagian Laba atas 
Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, 
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 
Negara/BUMN, dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal 
pada Perusahaan Swasta. 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG 
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 
Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018 
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414 Lain-Lain PAD yang 
Sah-LRA 
Digunakan untuk mencatat Lain-Lain PAD yang sah, antara 
lain: antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga 
Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, 
Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan 
Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, 
Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, 
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari 
Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, 
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, 
dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan 
Zakat, dan Pendapatan BLUD, dan Hasil Penjualan Aset 
Daerah yang tidak dipisahkan.  
42 Pendapatan Transfer – LRA 
Merupak  penerimaan u g yang berasal dari entitas 
pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan 
dari Pemerintah Pusat. 
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer dari 
Pemerintah Pusat yang mencakup antara lain: Bagi Hasil 
Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, DAU, 
dan DAK. 422 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya 
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer 
Pemerintah Pusat 
Lainnya, antara lain Dana Penyesuaian, dan Dana Darurat. 43 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak 
termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. 
431 Pendapatan Hibah 
Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara 
lain: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, 
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, 
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi 
Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari 
Kelompok Masyarakat/Perorangan. 432 Pendapatan Lainnya 
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lainnya selain 
Pendapatan Hibah. 
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b.    Akun Belanja  
 
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah daerah. 
 
Klasifikasi akun belanja disajikan sebagaimana tercantum pada tabel 
berikut: 
 
Kodefikasi Uraian Akun 
5 Belanja 
51 Belanja Operasi 
Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang memberi 
manfaat jangka pendek.  Belanja  Operasi  antara  lain  
meliputi  Belanja  Pegawai, Belanja Barang, Bunga, 
Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. 
511 Belanja Pegawai 
Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap 
pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang 
dibayarkan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten 
Indragiri Hilir dalam maupun luar negeri baik kepada 
pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang 
dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 
pekerjaan yang telah dilaksanakan  termasuk  
pembayaran  honorarium  kegiatan  kepada non pegawai 
dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait 
dengan suatu prestasi, kecuali pekerjaan yang berkaitan 
dengan pembentukan modal. 
Belanja pegawai mencakup antara lain: Belanja Gaji dan 
Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja 
Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta 
KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak  Daerah,  
Honorarium  PNS,  Honorarium  Non  PNS,  Uang Lembur, 
serta Belanja Pegawai BLUD (dari APBD). 
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512 Belanja Barang dan Jasa 
Belanja  Barang  dan  Jasa  dicatat  untuk  menampung  
pembelian barang dan jasa yang habis pakai, untuk 
memproduksi barang dan 
jasa   yang   dipasarkan   maupun   yang   tidak   
dipasarkan   serta pengadaan barang yang dimaksudkan 
untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak 
ketiga, pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu 
terkait dengan suatu prestasi dan belanja perjalanan. 
Belanja Barang dan Jasa mencakup antara lain: Belanja 
Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa 
Kantor, Belanja Premi Asuransi,  Belanja Perawatan 
Kendaraan Bermotor,  Belanja Cetak dan Penggandaan, 
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja 
Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, 
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja 
Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan 
Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian khusus 
dan hari-hari tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja 
Perjalanan Pindah Tugas, Belanja Pemeliharaan, Belanja 
Jasa Konsultasi, Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja Barang dan Jasa 
BLUD, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, 
Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, dan 
pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait 
dengan suatu prestasi.  
513 Belanja bunga 
Akun   Belanja   Bunga   digunakan   untuk   alokasi   
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk 
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas 
kewajiban penggunaan pokok utang (principal 
outstanding) termasuk belanja pembayaran biaya-
biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang 
diterima Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seperti 
biaya commitment fee dan biaya denda. 
Belanja Bunga mencakup antara lain Bunga Utang 
Pinjaman dan Bunga Utang Obligasi. 
514 Belanja Subsidi 
Pengeluaran  atau  alokasi  anggaran  yang  diberikan  
Pemerintah Kabupaten Indragiri  Hilir kepada 
BUMN/BUMD atau pihak  ketiga 
lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang 
serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan 
dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar 
harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. 
Belanja Subsidi mencakup antara lain: digunakan untuk 
menganggarkan  bantuan  biaya  produksi  kepada 
perusahaan/lembaga yang menghasilkan barang/jasa 
pelayanan umum  masyarakat  agar  harga  jual  
barang/jasa  yang  dihasilkan dapat terjangkau oleh 
masyarakat banyak. 
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515 Belanja 
Hibah 
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 
berupa transfer dalam bentuk uang, barang   atau jasa, 
bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukkannya. 
Belanja Hibah mencakup antara lain: Belanja Hibah 
kepada Pemerintah   Pusat,  Belanja  Hibah  kepada  
Pemerintah   Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada 
Perusahaan Daerah, Belanja Hibah kepada Pemerintah 
Desa, Belanja Hibah kepada Masyarakat, Belanja Hibah 
kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Hibah 
untuk Satuan Pendidikan Dasar. 
516 Belanja Bantuan Sosial 
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 
berupa uang atau barang   serta   jasa   yang   diberikan   
kepada   masyarakat   guna melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial 
dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat 
dan/atau lembaga non pemerintah bidang pendidikan 
dan keagamaan. 
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Kodefikasi Uraian Akun 
 Belanja  Bantuan  Sosial  mencakup  antara  lain:  Belanja  
Bantuan Sosial  kepada  Organisasi  Sosial  
Kemasyarakatan  dan  Belanja Bantuan Sosial kepada 
Masyarakat. 52 Belanja Modal 
Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka 
memperoleh atau menambah aset tetap dan aset 
lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) 
periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Aset Tetap tersebut 
dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari 
suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh 
masyarakat. 521 Belanja Modal 
Tanah 
Akun Belanja Modal Pengadaan Tanah digunakan untuk 
alokasi belanja pengadaan tanah yang akan digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). 
Belanja Modal Tanah mencakup pengadaan berbagai jenis 
tanah antara lain: Tanah Kantor, Tanah Sarana Kesehatan 
Rumah Sakit, Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah 
Sarana Kesehatan Poliklinik, Tanah Sarana Pendidikan 
Taman Kanak-kanak, Tanah Sarana Pendidikan Sekolah 
Dasar, Tanah Sarana Pendidikan Menengah   Umum   dan   
Kejuruan,   Tanah   Sarana   Pendidikan Menengah 
Lanjutan dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Luar 
Biasa/Khusus, Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus, Tanah 
Sarana Sosial  Panti  Asuhan,  Tanah  Sarana  Sosial  Panti  
Jompo,  Tanah Sarana Umum Terminal, Tanah Sarana 
Umum Dermaga, Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang 
Perintis, Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan, 
Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan, Tanah 
Sarana Umum Pasar, Tanah Sarana Umum Tempat 
Pembuangan Akhir Sampah, Tanah Sarana Umum Taman, 
Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat, Tanah Sarana 
Umum Ibadah, Tanah   Sarana   Stadion   Olahraga,   
Tanah   Perumahan,   Tanah Pertanian, Tanah 
Perkebunan, Tanah Perikanan, Tanah Peternakan, Tanah 
Perkampungan, Tanah Pergudangan / Tempat 
Penimbunan Material Bahan Baku, dan Belanja modal 
Tanah BLUD. 
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesi  
Akun  Belanja  Modal  Pengadaan  Peralatan  dan  Mesin  
digunaka  untuk alokasi belanja pengadaan peralatan 
d  mesin yang akan 
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 digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan  (menjadi  
Aset  Tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencakup 
pengadaan berbagai jenis peralatan dan mesin antara 
lain: Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, 
Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor, Alat-alat 
Angkutan di Air Bermotor, Alat-alat Angkutan Air tidak 
Bermotor, Alat-alat Angkutan Udara, Alat-alat Bengkel, 
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan, 
Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer, 
Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah 
Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Alat-alat 
Ukur, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat-
alat Persenjataan/Keamanan, serta Peralatan dan Mesin 
BLUD. 
523 Belanja Modal Gedung d  Bangunan 
Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan  digunakan 
untuk alokasi belanja pengadaan gedung dan bangunan 
yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan 
(menjadi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri 
Hilir). 
Belanja   Modal   Gedung   dan   Bangunan   mencakup   
pengadaan berbagai gedung pemerintah daerah antara 
lain: Gedung Kantor Gedung Rumah Jabatan, Gedung 
Rumah Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Monumen, 
Tugu Peringatan, dan Gedung dan Bangunan BLUD. 
524 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan 
Akun Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan   
digunakan untuk alokasi  belanja pengadaan jalan, 
irigasi dan jaringan yang  akan digunakan dalam 
kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir). 
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup 
pengadaan aset antara lain: Jalan, Jembatan, Jaringan Air, 
Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota, Instalasi 
Listrik & Telepon, Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD. 
525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan 
untuk alokasi belanja pengadaan yang nantinya akan 
menghasilkan Aset Tetap Lainnya   yang   akan   
digunakan   dalam   kegiatan   pemerintahan (menjadi 
Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencakup antara 
lain: Belanja Modal   Pengadaan   Buku   dan   
Kepustakaan,   Barang   Bercorak Kesenian,  Kebudayaan,  
Hewan/Ternak  dan  Tanaman,  serta  Aset Tetap Lainnya 
BLUD. 
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Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 
kepada entitas pelaporan lain. Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, 
transfer dapat diklasifikasikan ke dalam tabel berikut: 
 
Kodefikasi Uraian Akun 
6 Transfer 
61 Transfer Bantuan 
Keuangan 
Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah 
daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau 
peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat 
umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan 
keuangan kepada Partai Politik. 
611 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah 
Lainnya 
Digunakan  untuk  pemberian  Bantuan  Keuangan  dari  
Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada 
Pemerintah Daerah Lainnya. 
612 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 
Bantuan Keuangan yang diberikan di luar entitas 
pelaporan/pemerintahan seperti Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik. 
 
 
d.   Surplus/Defisit 
Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA 
dan belanja selama satu periode. Penghitungan Surplus/Defisit tidak 
diberikan kode akun tersendiri. Angka ini merupakan selisih lebih/kurang 
antara Total Pendapatan dikurangi dengan total belanja plus transfer 
[S/D = ∑Pendapatan – (∑Belanja + ∑Transfer)]. 
 
e.   Akun Pembiayaan 
53 Belanja Tak Terduga 
Pengeluaran/belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri 
Hilir yang sifat pengeluarannya tidak dapat 
diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis  
belanja di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa 
dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan untuk 
keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti 
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah 
penyakit dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang 
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 
kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 
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Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu 
dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama 
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus 
anggaran. 
1)  Akun Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan  Pembiayaan  adalah  semua  penerimaan  Rekening  
Kas  Umum Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. 
Akun Penerimaan Pembiayaan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
Kodefikasi Uraian Akun 
7 Pembiayaan 
71 Penerimaan Pembiayaan 
Digunakan    untuk    mencatat    penerimaan    pembiayaan    
yang dimaksudkan untuk menutup defisit. 
711 Penggunaan SILPA 
Digunakan   untuk   mencatat   penggunaan   SILPA   dari   
tahun sebelumnya. 
712 Pencairan Dana Cadangan 
Digunakan untuk mencatat Pencairan Aset Dana Cadangan 
yang akan digunakan pada tahun berjalan. 
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
Digunakan untuk mencatat Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan yang mencakup antara lain Penjualan 
Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Penjualan Aset Milik 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang Dikerjasamakan 
dengan Pihak Ketiga. 
714 Pinjaman Dalam Negeri 
Digunakan  untuk  mencatat  penerimaan  Pinjaman  Dalam  
Negeri yang mencakup antara lain: Pinjaman dari Pemerintah 
Pusat, Pinjaman dari Bank, Pinjaman dari Lembaga Keuangan 
Bukan Bank, 
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 Penerbitan Obligasi Daerah dan Pinjaman dari Pemerintah 
Daerah lainnya. 
715 Penerimaan Kembali Piutang 
Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Piutang yang 
mencakup antara lain Piutang kepada Perusahaan Negara, 
Piutang kepada Perusahaan Daerah, Piutang kepada 
Pemerintah Daerah Lainnya. 
716 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 
 
2)   Akun Pengeluaran Pembiayaan 
 
Pengeluaran  Pembiayaan  adalah  semua  pengeluaran  Rekening  Kas  
Umum Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. 
 
Akun   Pengeluaran   Pembiayaan   Pemerintah   Kabupaten   
Indragiri   Hilir diklasifikasikan sebagai berikut: 
 
Kodefikasi Uraian Akun 
7 Pembiayaan 
72 Pengeluaran Pembiayaan 
Digunakan untuk mencatat alokasi pengeluaran pembiayaan 
untuk memanfaatkan surplus anggaran. 
721 Pembentukan Dana Cadangan 
Digunakan untuk mencatat pembentukan dana cadangan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif 
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 
722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 
Digunakan  untuk  mencatat  Penyertaan  Modal  Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir yang mencakup antara lain: Penyertaan 
Modal  Pada  BUMN,  BUMD,  dan  perusahaan  swasta  
termasuk investasi non permanen. 
723 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 
Digunakan untuk mencatat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri yang mencakup antara lain: Pembayaran Pokok Pinjaman 
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Bank, 
Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pelunasan/pembelian 
kembali Obligasi Daerah. 
724 Pemberian Pinjaman Daerah 
Digunakan untuk mencatat Pemberian Pinjaman Daerah yang 
mencakup antara lain Pemberian Pinjaman Daerah kepada 
Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, dan Pemerintah 
Daerah Lainnya. 
f.    SILPA/SIKPA 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih 
lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta 
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode 
pelaporan. 
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Kodefikasi Urai
an 
Aku
n 
8 Pendapatan-LO 
81 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-
LO 
Merupakan  Pendapatan yang  diperoleh  Pemerintah  
Kabupaten Indragiri  Hilir  yang  dipungut  berdasarkan  
Peraturan  Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan. 
811 Pendapatan Pajak Daerah-LO 
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak daerah, 
antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan   pajak-pajak   
daerah   lainnya   yang   ditetapkan   dengan Peraturan 
Daerah. 
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 
Digunakan untuk mencatat retribusi daerah, antara lain: 
Retribusi Jasa  Umum,  Retribusi  Jasa  Usaha,  dan  
Retribusi  Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
813 Pendapatan    Hasil    Pengelolaan    Kekayaan    Daerah    
yang dipisahkan-LO 
Digunakan untuk mencatat hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, antara lain: Bagian Laba atas 
Penyertaan Modal pada BUMD, Bagian Laba atas 
Penyertaan Modal pada BUMN, dan Bagian Laba atas 
Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik 
Swasta. 819 Lain-Lain PAD yang Sah-LO 
 
 
3.   AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO) 
a.   Akun Pendapatan-LO 
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang 
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 
Klasifikasi Akun Pendapatan-LO sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai 
berikut: 
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Kodefikasi Uraian Akun 
 Digunakan untuk mencatat Lain-Lain PAD yang sah, 
antara lain: 
Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, 
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan 
Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Denda atas 
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,   Pendapatan   
Denda   Pajak,   Pendapatan   Denda Retribusi, 
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan 
dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, 
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, 
Pendapatan Zakat, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan 
Daerah, dan Pendapatan BLUD. 
82 Pendapatan Transfer 
– LO 
Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas 
pelaporan lain, misalnya penerimaan dana 
perimbangan dari  Pemerintah Pusat. 
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah 
Pusat 
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer dari 
Pemerintah Pusat yang mencakup antara lain: Bagi Hasil 
Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, DAU, 
dan DAK. 
822 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya 
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer 
Pemerintah Pusat Lainnya, antara lain Dana Penyesuaian, 
dan Dana Darurat. 
823 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah 
Lainnya 
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer 
Pemerintah Pusat Lainnya,   antara   lain:   Pendapatan   
Bagi   Hasil   Pajak   dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. 
83 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO 
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak 
termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. 
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831 Pendapatan Hibah 
Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara 
lain: Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat, 
Pendapatan Hibah dari Pemerintah     Daerah     
Lainnya,     Pendapatan     Hibah     dari 
Badan/Lembaga/Organisasi     Swasta     Dalam     
Negeri,     dan Pendapatan Hibah dari Kelompok 
Masyarakat/Perorangan. 
832 Pendapatan Lainnya 
Digunakan    untuk    mencatat    Pendapatan    Lainnya    
selain Pendapatan Hibah. 
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b. Akun Beban 
 
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat 
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 
kewajiban.Menurut SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi 
ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan 
berdasarkan jenis beban. 
 
Klasifikasi Akun Beban sebagaimana tercantum dalam tabel 
sebagai berikut: 
 
 
 
Kodefikasi Uraian Akun 
84 Pendapatan Non 
Operasional-LO 
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain 
Suprlus Penjualan   Aset   Nonlancar,   Surplus   
Penyelesaian   Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari 
Kegiatan Non Operasional Lainnya. 
85 Pos Luar Biasa 
Pos  Luar  Biasa  digunakan  untuk  mencatat  
pendapatan  yang terjadi karena kejadian atau 
transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak 
sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali 
atau pengaruh entitas bersangkutan. 
Kodefikasi Uraian Akun 
9 Beban 
91 Beban Operasi 
Merupakan beban berupa pengeluaran untuk kegiatan sehari-
hari Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  yang  memberi  
manfaat jangka pendek. 
911 Beban Pegawai 
Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai 
baik dalam  bentuk  uang  atau  barang,  yang  dibayarkan  
kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam 
maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai 
Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir yang belum berstatus PNS sebagai 
imbalan atas pekerjaan yang  telah  dilaksanakan,  kecuali  
pekerjaan  yang  berkaitan dengan pembentukan modal. 
Beban   pegawai   mencakup   antara   lain:   Beban   Gaji   dan 
Tunjangan,  Beban  Tambahan  Penghasilan  PNS,  Beban 
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Kodefikasi Uraian Akun 
 Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta 
KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium 
PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, dan Beban Pegawai 
BLUD (dari APBD). 
912 Beban Barang 
Akun Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian 
barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang 
dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta 
pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau 
dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium 
kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas 
kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. 
Beban Barang mencakup antara lain: Beban Persediaan, 
Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas, 
Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, pelatihan, 
sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS, dan pemberian hadiah 
atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. 
913 Beban Bunga 
Akun   Beban   Bunga   digunakan   untuk   alokasi   
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk 
pembayaran bunga (interest) yang  dilakukan  atas  
kewajiban  penggunaan  pokok utang (principal outstanding) 
termasuk beban pembayaran biaya- biaya yang terkait dengan 
pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten 
Indragiri Hilir seperti biaya commitment fee dan biaya denda. 
Beban Bunga mencakup antara lain Bunga Utang Pinjaman 
dan bunga Utang Obligasi. 
914 Beban Subsidi 
Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir kepada BUMN/BUMD atau pihak 
ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang 
serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam 
rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga 
jualnya dapat dijangkau masyarkat. 
Beban Subsidi mencakup antara lain: digunakan untuk 
menganggarkan bantuan biaya produksi kepada 
perusahaan/lembaga yang menghasilkan barang/jasa 
pelayanan umum masyarakat agar harga jual barang/jasa yang 
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak 
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915 Beban Hibah 
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupa 
transfer dalam bentuk uang, barang  atau jasa, bersifat 
tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan 
peruntukannya. 
Beban Hibah mencakup antara lain: Beban Hibah kepada 
Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Pemerintah 
Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, 
Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah 
kepada Masyarakat, Beban  Hibah  kepada  Organisasi  
Kemasyarakatan  dan  Beban Hibah untuk Satuan 
Pendidikan Dasar. 
916 Beban Bantuan Sosial 
Digunakan  untuk  mencatat  transfer  uang  atau  
barang  yang diberikan kepada masyarakat guna 
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 
Bantuan sosial dapat langsung diberikan 
kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga 
kemasyarakatan termasuk   didalamnya bantuan untuk 
lembaga non pemerintah bidang  pendidikan  dan  
keagamaan.  Pengeluaran  pemerintah yang dialokasikan 
dalam Beban Bantuan Sosial memenuhi kriteria 
sebagaimana  Buletin  Teknis  Standar  Akuntansi  
Pemerintahan yang mengatur mengenai Akuntansi Beban 
Bantuan Sosial. Beban  Bantuan  Sosial  mencakup  antara  
lain:  Beban  Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok 
Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota 
Masyarakat. 
917 Beban Penyusutan 
Digunakan untuk mencatat penyusutan atas aset tetap 
yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 
Beban penyusutan mencakup antara lain: Beban 
Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan 
Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan,  Irigasi,  
dan  Jaringan,  Beban  Penyusutan  Aset  Tetap Lainnya, 
dan Beban Penyusutan Aset Lainnya. 918 Beban  isihan  Piuta g  dan  Investasi  
Nonpermanen-Dana Bergulir 
Digunakan  untuk  mencatat  beban  cadangan  yang  
dibentuk sebesar  persentase  tertentu  dari  akun  
piutang  terkait ketertagihan piutang dan akun investasi 
nonpermanen-dana bergulir terkait pengembalian 
investasi nonpermanen   dana bergulir.  
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919 Beban Lain-
lain 
Digunakan   untuk   mencatat   beban   Pemerintah   
Kabupaten Indragiri Hilir yang sifat pengeluarannya tidak 
dapat diklasifikasikan  ke  dalam  pos-pos  pengeluaran  
jenis  beban  di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa 
dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 
bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak 
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.  
c.    Akun Beban Non Operasional 
 Beban Non Operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. 
 
Kodefikasi Uraian Akun 
93 Beban Non Operasional 
Non Operasional mencakup antara lain Defisit 
Penjualan Aset Nonlancar, Defisit Penyelesaian 
Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non 
Operasional Lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.    Akun Beban Luar Biasa 
Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa. 
 
Kodefikasi Uraian Akun 
94 Beban Luar Biasa 
Digunakan  untuk  mencatat  kejadian  luar  biasa,  
yakni kejadian yang: (1) tidak dapat diramalkan 
terjadi pada awal tahun anggaran; (2) tidak 
diharapkan terjadi berulang-ulang; (3) kejadian 
diluar kendali Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 
 
e.   Akun Perubahan SAL 
Akun antara Perubahan SAL adalah akun yang menjadi akun 
perantara atas transaski Pendapatan-LRA, Belanja dan 
Pembiayaan. 
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Kodefikasi Uraian Akun 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 
Digunakan untuk mencatat akun perantara atas 
transaski 
Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan pada 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V PENJELASAN PENJELASAN AKUN LRA, LO, LPE DAN NERACA     
A. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI 
ANGGARAN 
      
            
4 PENDAPATAN       
      Anggaran 2018 Realisasi 2018   
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH  Rp   
1.500.000.000,00  
 Rp       
2.567.946.176,00  
  
            
  Realisasi pendapatan asli daerah  Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.567.946.176,00 
RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang memiliki Target Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,00.- 
4.1.
1. 
PENDAPATAN PAJAK DAEARH Anggaran 2018 Realisasi 2018   
  LRA  Rp                            -     Rp                                
-    
  
            
  Realisasi pendapatan Pajak daerah  Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00  RSUD Tengku 
Sulung Pulau Kijang Tidak memiliki Target Pendapatan Pajak LRA 
            
            
4.1.
2. 
PENDAPATAN  RETRIBUSI DAEARH Anggaran 2018 Realisasi 2018   
  LRA  Rp   
1.500.000.000,00  
 Rp       
2.567.946.176,00  
  
            
            
  Realisasi pendapatan Retribusi daerah  Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. Rp. 
196.993.212,05.- 
            
            
4.1.
3 
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN 
KEKAYAAN DARAH YANG DIPISAHKAN 
Anggaran 2018 Realisasi 2018   
       Rp                            -     Rp                                
-    
  
            
  Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 
RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Tidak memiliki Target Pendapatan atas Pengelolaan Kekayaan 
Daerah LRA 
            
4.1.
4 
LAIN-LAIN PAD YANG SAH Anggaran 2018 Realisasi 2018   
       Rp                            -     Rp                                  
  
-    
    
  Realisasi Lain Lain pendapatan yang sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00 RSUD Tengku 
Sulung Pulau Kijang Tidak memiliki Target Pendapatan atas Lain lain Pendapatan Yang Sah 
            
5 BELANJA       
5.1 BELANJA OPERASI       
            
5.1.
1 
BELANJA PEGAWAI Anggaran 2018 Realisasi 2018   
       Rp   
1.883.313.338,00  
 Rp       
1.573.755.137,00  
  
    
  Belanja pegawai  per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 1.573.755.137,00  dari anggaran 
sebesar   Rp. 1.883.313.338,00 
  Rincian Belanja Pegawai adalah Sebagai berikut : 
    URAIAN BELANJA ANGGARAN REALISASI   
    Belanja Pegawai          
1.883.313.338,00  
             
1.573.755.137,00  
  
    Gaji dan Tunjangan          
1.113.405.213,00  
                
995.805.137,00  
  
    Gaji Pokok PNS/Uang Representasi             
850.696.313,00  
                
770.425.000,00  
  
    Tunjangan Keluarga               
88.366.196,00  
                  
83.886.348,00  
  
    Tunjangan Jabatan               
49.360.000,00  
                  
36.400.000,00  
  
    Tunjangan Fungsional               
38.045.438,00  
                  
33.670.000,00  
  
    Tunjangan Fungsional Umum               
23.462.250,00  
                  
14.000.000,00  
  
    Tunjangan Beras               
56.828.128,00  
                  
51.273.360,00  
  
    Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus                      
37.461,00  
                         
30.300,00  
  
    Pembulatan Gaji                      
12.542,00  
                         
10.786,00  
  
`   Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)                 
1.714.424,00  
                    
1.584.914,00  
  
    Iuran Jaminan Kematian (JKM)                 
4.882.461,00  
                    
4.524.429,00  
  
    Tambahan Pengahasilan PNS             
769.908.125,00  
                
577.950.000,00  
  
  
    Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban 
Kerja 
            
528.708.125,00  
                
478.950.000,00  
  
    Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi 
Kerja 
              
18.000.000,00  
                                       
-  
  
    Tambahan Penghasilan Berdasarkan 
Kelangkaan Profesi 
            
223.200.000,00  
                  
99.000.000,00  
  
    Jumlah Belanja Pegawai          
1.883.313.338,00  
             
1.573.755.137,00  
  
            
5.1.
2 
BELANJA BARANG DAN JASA Anggaran 2018 Realisasi 2018   
       Rp   
4.971.497.600,00  
 Rp       
4.975.281.132,00  
  
    
  Belanja   barang dan jasa  per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 4.975.281.132,00 dari 
anggaran sebesar Rp. 4.971.497,00 dengan Rincian Belanja Sebagai Berikut : 
    URAIAN BELANJA Anggaran Realisasi   
    Belanja Barang dan jasa          
4.971.497.600,00  
             
4.975.281.132,00  
  
    Belanja Bahan Pakai Habis             
225.105.000,00  
                
225.099.000,00  
  
    Belanja Alat Tulis Kantor               
26.905.000,00  
                  
26.905.000,00  
  
         Belanja Perangko, materai dan benda pos 
lainnya 
                
4.200.000,00  
                    
4.199.000,00  
  
    Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 
Pembersih 
                
5.000.000,00  
                    
5.000.000,00  
  
         Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas               
12.150.000,00  
                  
12.145.000,00  
  
    Belanja Pengisian Tabung Gas             
100.000.000,00  
                
100.000.000,00  
  
    Belanja Bahan Habis Pakai Material 
Kesehatan 
              
75.000.000,00  
                  
75.000.000,00  
  
    Belanja Bahan Pelumas                 
1.850.000,00  
                    
1.850.000,00  
  
    Belanja Bahan/Material             
104.873.600,00  
                
101.691.061,00  
  
    Belanja Bahan Obat-obatan             
103.073.600,00  
                  
99.891.061,00  
  
    Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga                 
1.800.000,00  
                    
1.800.000,00  
  
    Belanja Jasa Kantor             
509.850.000,00  
                
508.570.952,00  
  
    Belanja telepon                 
3.600.000,00  
                    
3.300.000,00  
  
  
    Belanja listrik               
42.000.000,00  
                  
41.020.952,00  
  
    Belanja kawat/faksimili/internet                 
6.400.000,00  
                    
6.400.000,00  
  
    Belanja Jasa Service Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
                                   -                                         
-  
  
    Belanja Jasa Kebersihan Kantor                 
4.550.000,00  
                    
4.550.000,00  
  
    Belanja Jasa Petugas Administrasi 
Perkantoran 
              
70.500.000,00  
                  
70.500.000,00  
  
    Belanja Jasa Petugas Kesehatan             
382.800.000,00  
                
382.800.000,00  
  
    Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                                    -                                         
-  
  
    Belanja Jasa Service                                    -                                         
-  
  
    Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan                                    -                                         
-  
  
    Belanja Cetak dan Penggandaan               
10.000.000,00  
                  
10.000.000,00  
  
    Belanja Cetak                 
5.500.000,00  
                    
5.500.000,00  
  
    Belanja Penggandaan                 
4.500.000,00  
                    
4.500.000,00  
  
    Belanja Makanan dan Minuman             
161.000.000,00  
                
161.000.000,00  
  
    Belanja makanan dan minuman Pasien               
72.000.000,00  
                  
72.000.000,00  
  
    Belanja makanan dan minuman kegiatan               
89.000.000,00  
                  
89.000.000,00  
  
    Belanja Perjalanan Dinas             
372.079.000,00  
                
371.175.000,00  
  
    Belanja perjalanan dinas luar daerah             
372.079.000,00  
                
371.175.000,00  
  
    Belanja Pemiliharaan             
200.000.000,00  
                
199.400.000,00  
  
    Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan             
200.000.000,00  
                
199.400.000,00  
  
    Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan 
Bimbingan Teknis PNS 
            
275.000.000,00  
                                       
-  
  
    Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan 
Bimbingan Teknis PNS 
                                   -                                         
-  
  
    Belanja Bimbingan Teknis             
275.000.000,00  
                                       
-  
  
    Honorarium PNS             
165.840.000,00  
                
144.180.000,00  
  
  
    Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                    
300.000,00  
                       
300.000,00  
  
    Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa                    
900.000,00  
                       
900.000,00  
  
    Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan(PPTK) 
                   
240.000,00  
                       
240.000,00  
  
    Belanja Pegawai BLUD Rumah Rumah Sakit             
164.400.000,00  
                
142.740.000,00  
  
    Honorarium Non PNS          
1.662.150.000,00  
             
1.647.150.000,00  
  
    Honorarium Tenaga 
Ahli/Instruktur/Narasumber 
         
1.620.000.000,00  
             
1.605.000.000,00  
  
    Honorarium Tenaga 
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 
              
25.550.000,00  
                  
25.550.000,00  
  
    Honorarium Satuan Keamanan               
11.700.000,00  
                  
11.700.000,00  
  
    Honorarium Pengemudi                 
4.900.000,00  
                    
4.900.000,00  
  
    Belanja Barang dan Jasa BLUD          
1.285.600.000,00  
             
1.607.015.119,00  
  
    Belanja Barang dan Jasa BLUD          
1.285.600.000,00  
             
1.607.015.119,00  
  
            
            
5.1.
5 
BELANJA HIBAH  Anggaran 2018 Realisasi 2018   
       Rp                            -     Rp                                
-    
  
    
  Belanja  hibah   per 31 Desember 2018.terealisasi .sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 
RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Tidak memiliki Belanja Hibah di tahun 2018 
            
5.1.
6 
BELANJA BANTUAN SOSIAL Anggaran 2018 Realisasi 2018   
       Rp                            -     Rp                                
-    
  
    
  Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2018.terealisasi .sebesar Rp0,00dari anggaran sebesar 
Rp0,00 RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Tidak memiliki Belanja Bantuan Sosial di tahun 2018 
            
5.2 BELANJA MODAL Anggaran 2018 Realisasi 2018   
  
       Rp   
8.532.460.598,06  
 Rp       
7.497.427.218,69  
  
    
  Belanja  modal  per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 7.497.427.218,69 dari anggaran 
sebesar Rp. 8.532.460.598,06 dengan rincian Belanja Modal Sebagai berikut : 
    URAIAN BELANJA Anggaran Realisasi   
    Belanja Modal          
8.532.460.598,06  
             
7.497.427.218,69  
  
    Belanja Peralatan dan mesin          
5.932.800.000,00  
             
5.167.021.656,69  
  
    Belanja modal pengadaan komputer note 
book 
              
22.800.000,00  
                  
21.900.000,00  
  
    Belanja modal pengadaan alat-alat 
kedokteran umum 
         
5.910.000.000,00  
             
5.145.121.656,69  
  
    Belanja Gedung dan Bangunan           
2.549.660.598,06  
             
2.287.764.562,00  
  
    Belanja modal pengadaan 
konstruksi/pembelian gedung kantorr  
         
2.549.660.598,06  
             
2.287.764.562,00  
  
    Belanja Modal BLUD               
50.000.000,00  
                  
42.641.000,00  
  
    Belanja modal BLUD Rumah Sakit               
50.000.000,00  
                  
42.641.000,00  
  
            
            
            
            
5.2.
1 
BELANJA MODAL TANAH  Anggaran 2018 Realisasi 2018   
       Rp                            -     Rp                                
-    
  
    
  Belanja  modal tanah  per 31 Desember 2018.terealisasi .sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar 
Rp0,00 RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang ditahun 2018 Memiliki Belanja Modal Tanah 
            
            
5.2.
1 
BELANJA MODAL PERALATAN  Anggaran 2018 Realisasi 2018   
  DAN MESIN  Rp   
5.932.800.000,00  
 Rp       
5.167.021.656,69  
  
    
  
  Belanja  modal peralatan dan mesin   per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
5.167.021,656,69 dari anggaran sebesar Rp. 5.932.800.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin 
berupa Belanja Komputer Notebook dan Alat-alat Kedokteran Umum. 
            
5.2.
3 
BELANJA MODAL GEDUNG  Anggaran 2018 Realisasi 2018   
  DAN BANGUNAN  Rp   
2.549.660.598,06  
 Rp       
2.287.764.562,00  
  
    
  Belanja  modal Gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp.2.287.764.562,00 dari anggaran sebesar Rp . 2.549.660.598,00 RSUD Tengku Sulung Pulau 
Kijang ditahun 2018 Tidak Memiliki Rehab bangunan  
            
5.2.
4 
BELANJA MODAL  JALAN, IRIGASI  Anggaran 2018 Realisasi 2018   
  DAN JARINGAN  Rp                            -     Rp                                
-    
  
    
  Belanja  modal Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 0,00 dari 
anggaran sebesar Rp 0,00. 
            
5.2.
5 
BELANJA MODAL ASET TETAP  Anggaran 2018 Realisasi 2018   
  LAINNYA  Rp        
50.000.000,00  
 Rp            
42.641.000,00  
  
    
  Belanja modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 42.641.000,00 
dari anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 
 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG 
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 
Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018 
   
51 
BAB VI 
PENUTUP 
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan RSUD 
Tengku Sulung Pulau Kijang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 
2018 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 
 
A.  Permasalahan 
1. Peningkatan kemampuan SDM aparatur untuk mengindentifikasi tugas-
tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata 
Organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah. 
2. Terbatasnya aparatur pengelolaan barang milik daerah mengakibatkan 
pengelolaan barang daerah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
3. Penuntasan aset belum berjalan baik sehingga masih ada aset yang tidak/ 
belum tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan. 
4. Kurangnya koordinasi antar seksi sehingga sering terjadi perbedaan dan 
selisih perhitungan. yang menyebabkan keterlambatan penyusunan 
laporan keuangan.  
5. Penerapan Akuntansi Berbasis Acrual di tahun 2016 menyebabkan banyak 
terjadi perbedaan perbedaan dengan laporan tahun lalu. 
 
B.  Pemecahannya 
1. Perlu ditingkatkan SDM aparatur khususnya di bidang kelembagaan untuk 
mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang 
kelembagaan agar terwujudnya postur organisasi yang efesiensi, 
efektivitas dan profesional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. 
Dan Diupayakan pembentukan jabatan fungsional yang sesuai dengan 
potensi dan kebutuhan daerah. 
2. Perlu dilakukan pembinaan teknis pengelolaan barang sesuai dengan 
Peraturan Mendagri Nomor 17 Tahun 2004 kepada setiap pemegang 
barang dan pengurus barang dari setiap unit kerja jajaran Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir. 
3. Diperlukan adanya suatu sistem penanganan pengelolaan barang 
melalui sistem manajemen pengelolaan barang daerah guna 
mengakomodir kegiatan pengelolaan barang daerah dengan 
menggunakan program aplikasi secara terstruktur dan terintegrasi 
sehingga memudahkan penanganan dan monitoring serta  pengawasan. 
Setiap Pengadaan Barang/ Jasa hendaknya Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK) memberikan laporan dan data kepada Pengurus dan 
Penyimpan Barang.   
4. Kepada PPTK dan Staf membuat kontrol atas pertanggung jawaban yang 
dibuat untuk kesalahan dan selisih atau hilangnya berkas pertanggung 
jawaban dan lampirannya.  
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